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Abstrak  
Inklusi keuangan menjadi topik hangat yang bicarakan secara global terkait 
diterapkannya prioritas kebijakan banyak negara yang mengarah  pada peningkatan 
inklusi keuangan untuk mengurangi masalah kemiskinan dan ketimpangan di suatu 
negara.  Artikel ini berusahan mengidentifikasi apakah variabel kewilayahan yaitu tingkat 
pendapatan masyarakat, tingkat pendidikan, ketimpangan pendapatan, jumlah populasi 
dewasa dan tingkat aksesibilitas perbankan signifikan mempengaruhi inklusi keuangan di 
Indonesia. penelitian ini memproksikan tingkat inklusi keuangan dengan menghitung 
nilai indeks inklusi keuangan menggunakan metode yang dikembangkan oleh  Sarma 
pada tahun 2012. Periode penelitian dilakukan dari tahun 2012 hingga 2015.  Dengan 
menggunakan metode estimasi panel data, hasil penelitian ini menunjukan bahwa tingkat 
pendapatan masyarakat, tingkat pendidikan dan tingkat aksesibilitas perbankan signifikan 
positif mempengaruhi inklusi keuangan di Wilayah Regional Indonesia. Sedangkan 
tingkat ketimpangan pendapatan dan jumlah populasi dewasa tidak signifikan 
mempengaruhi inklusi keuangan di Wilayah Regional Indonesia.  
 
Kata Kunci: Inklusi Keuangan, Indeks Inklusi Keuangan, Aksesibilitas Perbankan 
 
Abstract 
Financial inclusion has been new issue that globally was talked about the priority 
policy in many country to developed financial inclusion to reduce poverty and income 
inequality. This paper  try to identification  relationship between financial inclusion and  
regional variables as; level of income, level of education, income inequality, total adult 
population and banking  accessibility level variables, was significant influence the level 
of regional financial inclusion in Indonesian. To  proxy the level of financial inclusion,  
In  this research count the value of financial inclusion index using method that was 
developed by Sarma(2012). Research time in this paper was begun from 2012 until 2015. 
Using panel data estimate, we found the result show that level of income, level of 
education and banking accessibility level significantly increase the level of  financial 
inclusion in regional Indonesian. While income inequality and total adult population not 
significantly influence financial inclusion in regional Indonesian.  
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1.1 Latar Belakang 
Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Leyshon dan Thrift (1995) 
menjelaskan bahwa inklusi keuangan merupakan antitesis dari eksklusi 
keuangan. Proses eksklusi keuangan membuat masyarakat miskin tidak dapat 
mengakses manfaat dari sektor keuangan dan memberikan kerugian kepada 
masyarakat yang tidak mendapatkan layanan sistem keuangan dikarenakan 
kurangnya akses, jaminan, riwayat kredit dll.  
Kondisi tersebut merupakan fenomena yang banyak terjadi di berbagai 
negara khususnya negara berkembang. Munculnya permasalahan ketimpangan 
dan tingkat kemiskinan yang tinggi di negara-negara berkembang membuat  
masyarakat menjadi golongan eksklusi dari sistem keuangan.Tentunya Indonesia 
menjadi salah satu negara yang juga mengalami masalah tingginya tingkat 
eksklusi masyarakat dari layanan sektor keuangan formal. 
Oleh sebab itu berdasarkan Booklet Keuangan Inklusif (2014), pada tahun 
2011 dalam ASEAN summit, Indonesia telah sepakat bersama lembaga-lembaga 
dunia seperti World Bank, ADB dan organisasi internasional lainya seperti G20, 
CGAP, AFI, APEC, ASEAN untuk meluncurkan Strategi Nasional Keuangan 
























Berdasarkan data World Bank (2014), per 2014 ada sekitar 62% populasi 
dewasa di dunia yang telah memiliki akun keuangan dan masih sekitar 2 juta 
populasi dunia yang tergolong unbanked. Kondisi Ini telah mengalami 
perkembangan yang cukup signifikan dari tahun 2011 dimana hanya 51% 
populasi dunia yang memiliki akun finansial dan sebanyak 2,5 juta jiwa tergolong 
unbanked people di dunia. Masihberdasarkan data World Bank (2014), di 
Indonesia hanya 36%  dari total populasi yang mendapatkan pelayanan jasa 
keuangan sisanya sebesar 64% masih bertransaksi keuangan tanpa melalui 
lembaga keuangan atau menggunakan cash transaction saat melakukan 
kegiatan ekonomi, namun angka ini cenderung meningkat dari tahun 2011 
dimana hanya 19,6% indikasi inklusi keuangan di Indonesia.  
Rendahnya tingkat inklusi keuangan di Indonesia diindikasikan dengan 
tingginya konsentrasi penyaluran layanan keuangan pada daerah-daerah 
tertentu. Konsentrasi penyaluran kredit yang tinggi akan menurunkan tingkat 
inklusi keuangan dan menghambat peningkatan investasi (Chauvet dan 
Jacolin,2017). Ini dibuktikan dengan data yang menggambarkan porsi penyaluran 





























Gambar 1.1: Penyebaran Jaringan Kantor BUK di Lima Wilayah 
Indonesia pada tahun 2016 Tw I 
 
Sumber: Statistik Perbankan Indonesia (SPI), 2016 
 
Dari gambar 1.1 terlihat bahwa ketersediaan akses keuangan yang 
digambarkan dengan penyebaran jaringan kantor bank di Indonesia sangat besar 
di wilayah Pulau Jawa dibandingkan dengan wilayah lainya. Tidak hanya dalam 
hal penyebaran akses keuangan namun porsi penyebaran penyaluran kredit juga 
terlihat sangat berkonsentrasi di Pulau Jawa. Berdasarkan data dari Bank 
Indonesia sebagai berikut;  
Gambar 1.2: Penyebaran Penyaluran Kredit UMKM Berdasarkan Wilayah 
Di Indonesia Periode 2016 
 






















Padahal dari segi potensi wilayah, masing-masing daerah memiliki 
keunggulan potensi untuk disalurkannya poduk dan layanan keuangan yang 
sama rata. Tingginya konsentarsi pelayanan jasa keuangan hanya pada Pulau 
Jawaakan menurunkan potensi produktifitas di daerah lainya yang memiliki 
potensi untuk berkembang. Hal ini tentu saja akan memperlebar tingkat 
ketimpangan pedapatan dan pertumbuhan ekonomi antar daerah maupun antar 
individu. 
Hal ini menjadi sangat krusial, lantaran pendorongan program inklusi 
keuangan yang diharapkan adalah agar terwujudnya peluang yang sama dalam 
memperoleh akses layanan jasa keuangan, sebagai landasan startegi inklusi 
keuangan dalam mendorong pengurangan tingkat kemiskinan dan ketimpangan 
yang akhirnya akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat.  
Crouzille et al. (2012), mengatakan bahwa sektor keuangan yang maju dapat 
mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih baik, oleh sebab itu populasi 
unbanked people harus dikurangi untuk menciptakan kinerja perekonomian yang 
efisien. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa hubungan positif antara sektor 
finansial dengan pertumbuhan ekonomi terlihat di negara-negara dengan tingkat 
pembangunan yang telah mencapai level cukup baik, dimana pada tingkat 
individu bank yang mendorong fungsi intermediasinya hingga dalam keadaan 
optimal akan menciptakan produk keuangan yang lebih kompetitif. Artinya 
terdapat ambang (threshold effect) tertentu yang harus dicapai, sebelum sektor 
finansial memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi 
Namun Agénor dan Canuto (2017) tidak mendukung adanya arah kebijkan 
peningkatan akses layanan keuangan pada negara-negara kategori Low Middle 
Income. Alasanya mengatakan, kebijakan tersebut malah dapat menghambat 






















Low Middle Income memilki suatu kondisi yang disebut middle-income trap yang 
ditandai dengan rendahnya upah dibeberapa sektor perekonomian, rendahnya 
tenaga kerja dengan kemampuan berinovasi dan pertumbuhan ekonomi yang 
cenderung masih rendah. Hal ini membuat tujuan kebijakan yang mengarah pada 
pengurangan konsentrasi akses layanan jasa keuangan dengan memperluas 
akses layanan jasa keuangan tidak akan berjalan efektif. Sebaiknya kebijakan 
diarahkan untuk mendukung terciptanya ide-ide yang produktif dan memberikan 
insentif pada investasi keahlian (skills). 
Greenwood and Jovanovic (1990) bahkan membanguan model yang 
memprediksikan bahwa pembangunan keuangan yang bisa dikaitkan dengan 
inklusi keuangan memiliki hubungan non-linear dengan tingkat kemiskinan, 
ketimpangan, dan kondisi pembangunan ekonomi. Artinya pada saat tertentu 
sektor keuangan bisa saja tidak memberikan dampak positif lagi terhadap 
pengurangan kemiskinan dan ketimpangan maupun mendorong pertumbuhan 
ekonomi ke arah yang lebih baik. 
Namun banyak penelitian lain yang telah meneliti bahwa inklusi keuangan 
memilki hubungan positif dengan tingkat pembangunan ekonomi dan kondisi 
sosial (Iqbal dan Sami, 2017), dan bahkan saling berkausalitas (Kim, 2017). 
Serta pada penelitian lain menemukan bahwa inklusi keuangan memiliki 
hubungan dengan pengurangan ketimpangan (Beck et al.,2007; Park and 
Mercado, 2015) 
Untuk itu perlunya identifikasi lebih lanjut mengenai faktor apa saja yang 
dapat mendorong peningkatan inklusi keuangan di Indonesia. Dalam beberapa 
penelitian terdahulu seperti yang diungkapkan oleh Demirguc-Kunt dan Klapper, 
(2012), faktor karakteristik individu dan negara menjadi hal yang signifikan 






















Lebih lanjut penelitian dikembangkan oleh Fungacova dan Weill (2015) di 
China, karakteristik individu yang berpengaruh signifikan dalam peningkatan 
inklusi keuangan antara lain tingkat pendapatan yang tinggi, berpendidikan, 
bergender laki-laki, dan berusia dewasa memiliki hubungan positif dalam 
memperluas inklusi keuangan. Selain itu variabel makro ekonomi seperti 
pendapatan per kapita, role of law, dan karakteristik demografi juga turut 
mempengaruhi inklusi keuangan, menurut penelitian Park dan Mercado (2015).  
Bahkan Penelitian yang dilakukan oleh Allen et al. (2012) yang 
mengestimasi faktor dan kebijakan yang dapat meningkatkan penggunaan akun 
bank yang menjadi proksi inklusi keuangan. Hasil penelitian tersebut memberikan 
saran  terkait penurunan biaya dan mendorong tingkat aksesibilitas yang tinggi 
akan meningkatkan penggunaan dari akun keuangan tersebut. Penelitian ini juga 
menyarankan untuk mengurangi hambatan dalam mengakses layanan keuangan 
formal seperti biaya administrasi yang rendah, persyaratan dokumen-dokumen 
yang lebih sederhana dll, untuk meningkatkan inklusi keuangan dari sisi 
kepemilikan akun dan penggunaan akun dengan frekuensi yang tinggi. 
Namun dalam penelitian yang dilakukan oleh Sarma dan Pais (2011), 
mengestimasi faktor sosial ekonomi yang mempengaruhi inklusi keuangan, pada 
mulanya permodelan dengan menggunakan variabel kontrol GDP per kapita,  
jumlah populasi, jumlah tenaga kerja, populasi yang hidup di daerah terpencil 
dan  indikator ketimpangan, hanya GDP per kapita saja yang memiliki hubungan 
signifikan positif mempengaruhi tingkat inklusi keuangan. 
Selain itu pada beberapa negara kelompok MENA mengindikasikan 
ekspansi pada jaringan kantor bank dan memperluas lingkup lembaga keuangan 
mikro juga tidak berhasil menurunkan tingkat eksklusi keuangan (Neaime dan 






















Financial Inclusion In Asia; Country Survey (2014) yang mengatakan bahwa 
perbedaan kondisi geografi dan kepadatan penduduk merupakan hambatan 
yang umum dalam proses inklusi keuangan disuatu negara. Wilayah yang 
terpencil dan potensi kantor bank yang sangat terbatas menimbulkan hambatan 
dalam menjangkaudan mendukung masyarakat untuk mengakses layanan 
keuangan. Dalam kondisi tersebut, mendukung inklusi keuangan dengan 
meningkatkan infrastruktur perbankan seperti membangun jaringan kantor baru 
dan ATM tidak memberikan hasil maksimal. Pasalnya banyak jaringan kantor 
bank yang hanya berlokasi di area-area perkotaan dan tidak dapat menjangkau 
masyarakat di daerah terpencil Indonesia. 
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, ada banyak faktor yang dapat 
mempengaruhi proses inklusi keuangan disuatu negara atau kelompok negara. 
Untuk mendorong proses inklusi keuangan yang tinggi, terlebih dahulu harus 
mengetahui apa saja faktor yang dapat meningkatkan inklusi keuangan tersebut. 
Perbedaan karakteristik dan kondisi sosial maupun ekonomi antar negara 
menjadikan sulitnya menentukan apakah benar faktor-faktor yang disebutkan 
diatas merupakan faktor yang serupa terjadi dengan kondisi di indonesia.  
Pasalnya penelitian terdahulu, sebagian besar menggunakan data berbagai 
negara dan tidak terlalu dalam menjelaskan karakteristik yang mungkin berbeda 
diatara negara-negara tersebut. Jadi dalam banyak penelitian hanya mengambil 
kesimpulan secara umum tanpa memperhatikan kondisi tingkat pembangunan 
sektor keuangan per negara. 
Oleh karena itu sangat penting untuk meneliti lebih jauh apakah faktor-faktor 
yang dapat mendorong peningkatan inklusi keuangan di Indonesia. Apakah 
faktor–faktor tersebut memiliki hasil yang sama antara wilayah-wilayah di 






















karakteristik variabel individual dan kondisi makro maupun mikro ekonominya, 
serta sejauh mana peran perbankan memberikan pengaruh yang luas terhadap 
proses inklusi keuangan di Indonesia. 
Alasan penelitian harus dilakukan khusus membahas tentang Indonesia, 
pasalnya Indonesia memiliki beberapa karakteristik yang mungkin tidak dimiliki 
negara lain. Indonesia dengan segala kelebihannya, baik itu dalam konteks luas 
wilayah, jumlah penduduk, kondisi sosial serta karaktersitik individu per wilayah 
di Indonesia yang sangat beragam. Untuk itu perlu perhatian lebih dalam 
mengenai inklusi keuangan di Indonesia. Tentunya sektor jasa keuangan dalam 
hal ini melalui industri perbankan, yang akan berperan sangat besar dalam 
merealisasikan potensi tersebut dan menciptakan kesejahteraan yang lebih tinggi 
bagi masyarakat Indonesia. 
Berdasarkan data dan fakta bahwa pentingnya terlaksana program inklusi 
keuangan disuatu negara menjadi landasan utama penelitian lebih jauh 
mengenai faktor apa yang dapat mempengaruhi dan mendukung terlaksananya 
program keuangan inklusif tersebut. 
Salah satu industri penting dalam hal mendukung program inklusi keuangan 
tersebut adalah peran industri perbankan. Luasnya cakupan lembaga-lembaga 
perbankan memiliki peran dan andil yang besar dalam mendukung proses inklusi 
keuangan. Secara umum gambaran aset sektor keuangan Indonesia pada tahun 
2016, 73.23% masih didominasi oleh industri perbankan (Bank Indonesia, 2016).  
Dalam penelitian ini mengambil sudutpandang kebijakan peningkatan inklusi 
keuangan yang berkaitan dengan industri perbankan. Pasalnya sektor keuangan 
merupakan sektor yang luas dan terdiri dari berbagai lembaga keuangan yang 
tentu saja dapat mendorong inklusi keuangan sesuai operasional masing-masing 






















yang diamati dari kegiatan Industri Perbankan Umum Konvensional terhadap 
kondisi ekonomi suatu wilayah. 
1.2  Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian dari latar belakang dapat disimpulkan bahwa, beberapa 
penelitian menentang arah kebijakan inklusi keuangan dengan meningkatkan 
akses layanan keuangan. Selain itu terdapat kondisi tertentu yang harus dipenuhi 
agar sektor keuangan berdampak positif terhadap kondisi perekonomian suatu 
negara. Namun penelitian lain jelas-jelas menunjukan terdapat hubungan 
kausalitas antara inklusi keuangan dengan kondisi perekonomian.  
Beberapa penelitian mengidentifikasi faktor-faktor yang signifikan 
mempengaruhi inklusi keuangan. Fungacova dan Weill (2015), di China 
karakteristik individu yang berpengaruh signifikan dalam peningkatan inklusi 
keuangan antara lain tingkat  pendapatan yang tinggi, berpendidikan, bergender 
laki-laki, dan berusia dewasa memiliki hubungan positif dalam memperluas  
inklusi keuangan. Selain itu variabel makro ekonomi seperti pendapatan per 
kapita, dan karakteristik demografi juga turut mempengaruhi inklusi keuangan, 
menurut penelitian Park dan Mercado (2015). Namun dalam penelitian yang 
dilakukan oleh Sarma dan pais (2011), mengestimasi faktor sosial ekonomi yang 
mempengaruhi inklusi keuangan, menggunakan variabel kontrol GDP per kapita, 
jumlah populasi, jumlah tenaga kerja, populasi yang hidup di daerah terpencil 
dan indikator ketimpangan, hanya GDP per kapita saja yang memiliki hubungan 
signifikan positif mempengaruhi tingkat inklusi keuangan. 
Selain itu pada beberapa negara kelompok MENA mengindikasikan 
ekspansi pada jaringan kantor bank dan memperluas lingkup lembaga keuangan 























Oleh sebab itu penelitian ini berusaha memperjelas lagi terkait faktor-faktor 
yang dapat mempengaruhi inklusi keuangan di Indonesia,  
dengan rumusan masalah sebagai berikut : 
1) Bagaimana pengaruh variabel kewilayahan yaitu tingkat pendapatan 
masyarakat, tingkat pendidikan, jumlah penduduk, dan tingkat 
ketimpangan pendapatan terhadap inklusi keuangan di Indonesia? 
2) Bagaimana pengaruh ketersediaan aksesibilitas yaitu jaringan kantor 
cabang perbankan, ATM dan penggunaan internet serta penggunanaan 
telpon genggam terhadap inklusi keuangan di Indonesia? 
 
1.3 Tujuan Penelitian 
1) Mengetahui bagaimana pengaruh tingkat pendapatan masyarakat, tingkat 
pendidikan, jumlah penduduk dan tingkat ketimpangan pendapatan, 
terhadap inklusi keuangan di Indonesia. 
2) Mengetahui bagaimana pengaruh ketersediaan infrastruktur seperti 
jaringan kantor cabang perbankan, ATM dan penggunaan internet serta 


























1.4 Manfaat Penelitian 
1) Agar dapat memberikan gambaran umum mengenai kondisi inklusi 
keuangan di Indonesia untuk dilakukan beberapa kebijakan yang terkait 
dalam medorong proses inklusi keuangan 
2) Memberikan masukan kepada pemangku kepentingan terkait faktor-faktor 
yang dapat mempengaruhi proses inklusi keuangan dan diharapkan 

























2.1 Telaah Inklusi Keuangan 
2.1.1 Konsep Inklusi Keuangan 
Teori-teori pembangunan telah memberikan isyarat penting tentang dampak 
dari inklusi keuangan pada pembangunan ekonomi. Model yang tersedia 
mengilustrasikan bagaimana eksklusi keuangan dan komponennya seperti 
kekurangan akses pada layanan jasa keuangan bisa membawa pada kondisi 
terjebak dalam kemiskinan dan ketimpangan pendapatan di masyarakat. 
Sebelum istilah inklusi keuangan, terdapat beberapa penelitian awal yang 
mengarahkan pada munculnya istilah inklusi keuangan tersebut. Leyshon and Trift 
(1995) pada mulanya yang mendefinisikan eksklusi keuangan yang 
merupakan anti-thesis dari inklusi keuangan. Dimana kondisi eksklusi 
keuangan diartikan sebagai proses yang memastikan adanya beberapa 
halangan pada kelompok sosial dan individu tertentu dari keuntungan 
mengakses layanan keuangan formal. 
Kemudian pengertian eksklusi keuangan dikembangkan lagi oleh 
Sinclair (2001), finansial eksklusi artinya ketidakmampuan untuk mengakses 






















Sistem keuangan yang inklusif sangat diperlukan karena berbagai 
alasan. Pemaparan dari hasil laporan World Bank (2014), mengatakan pentingnya 
inklusi keuangan untuk pembangunan sosial dan ekonomi yang menandakan bahwa 
pertumbuhan yang terkendali atas akses terhadap layanan jasa keuangan 
merupakan critical point yang dapat menurunkan angka kemiskinan, mendorong 
pertumbuhan yang inklusif serta pertumbuhan yang sustainable. 
Masih menurut World Bank (2014), inklusi dan akses terhadap layanan jasa 
keuangan merupakan dua persoalan yang berbeda. Finansial inklusi didefinisikan 
sebagai proporsi atau bagian dari individu atau perusahaan yang telah 
menggunakan layanan jasa keuangan. Tidak menggunkaan jasa keuangan bukan 
berarti tidak mendapatkan akses kepada lembaga keuangan. Maksudnya adalah 
ada beberapa orang atau kelompok orang yang memang dengan sengaja tidak 
menggunakan layanan keuangan padahal mereka memiki kemampuan untuk 
mengakses layanan keuangan. Alasan seperti larangan dalam agama, keengganan 
terhadap peraturan dan adminstrasi lembaga keuangan yang terlalu rumit yang 
membuat individu atau perusahaan enggan mengakses jasa keuangan 
terkhususnya disektor keuangan formal seperti perbankan. 
Penggolongan perilaku dan kondisi populasi terhadap layanan jasa keuangan 
disajikan pada gambar dibawah ini. 
Gambar 2.1: Penggunaan dan Akses Terhadap Jasa Keuangan 
 






















Jadi World Bank mendefinisikan finansial inklusi sebagai proporsi 
individu dan perusahaan yang menggunakan layanan jasa keuangan. 
Sejalan dengan pendapat Beck et al., (2007) finansial inklusi 
didefinisikan sebagai penggunaan layanan jasa keuangan formal, yang 
merupakan kritikal point sebagai penentu perkembangan ekonomi. 
Berbeda dengan definisi inklusi keuangan menurut Sarma (2008) adalah 
proses yang memastikan kemudahan dalam mengakses, ketersediaan, dan 
penggunaan dari layanan jasa sistem keuangan untuk semua anggota dalam 
sebuah perekonomian.  
Pengertian inklusi keuangan dikembangkan lebih luas oleh Chakravarty 
et al., (2013) dengan definisi secara luas bahwa inklusi keuangan mengarah 
pada akses layanan jasa keuangan kepada setiap anggota dalam sebuah 
perekonomian. Lebih jauh, Chakravarty mendefinisikan finansial inklusi 
dapat di artikan sebagai proses yang akan menghilangkan hambatan dan 
mengatasi ketidakmampuan dari beberapa kelompok sosial dan individu-
individu termasuk masyarakat miskin dan yang termarjinalkan ke akses 
layanan jasa keuangan dan penggunaan yang rendah biaya, wajar dan 
aman terhadap layanan jasa keuangan seperti kredit, deposito, asuransi dan 
sistem pembayaran atau apapun yang mereka butuhkan. 
Perkembangan pengertian inklusi keuangan selanjutnya dilengkapi 
dengan aspek sosial. Arun dan Kamath (2015), mendefinisikan inklusi 
keuangan sebagai suatu daerah yang mana setiap orang bisa menggunakan 
layanan jasa keuangan dengan kemudahan akses secara utuh dengan 
layanan keuangan yang berkualitas, menetapkan harga yang bisa dijangkau 






















Pada perkembangannya, Allen et al., (2016) mendefinisikan inklusi 
keuangan sebagai penggunaan dari akun formal yang bisa memberikan 
banyak manfaat kepada individu-individu. Secara khusus didefinisikan 
sebagai penggunaan layanan jasa keuangan yang menargetkan pada 
pertumbuhan ekonomi yang menjadi perhatian para peneliti, pembuat 
kebijkan, dan stakeholders lainya yang berkaitan dengan jasa keuangan.  
Sedikit berbeda dengan Iqbal dan Sami (2017), yang mendefinisikan 
inklusi keuangan sebagai sebuah proses yang memastikan akses ke 
layanan jasa keuangan dengan waktu yang tepat, kredit memadai yang 
diperlukan oleh masyarakat yang kurang sejahtera seperti kelompok 
masyarakat yang lemah dan berpendapatan rendah dengan biaya yang 
rendah.  
Kim et al. (2017), mendefinisikan inklusi keuangan yang berarti 
kemudahan dalam akses dan ketersediaan layanan jasa keuangan formal 
seperti deposito perbankan, kredit, asuransi dll. untuk semua partisipan 
dalam perekonomian.  
Sedangkan di Indonesia, pengertian inklusi keuangan dituangkan dalam 
Strategi Nasional Keuangan Inklusif (2014), yang mendefinisikan inklusi 
keuangan sebagai hak setiap orang untuk memiliki akses dan layanan penuh 
dari lembaga keuangan secara tepat waktu, nyaman, informatif, dan 
terjangkau biayanya, dengan penghormatan penuh kepada harkat dan 
martabatnya. Layanan keuangan tersedia bagi seluruh segmen masyarakat 
dengan perhatian khusus kepada orang miskin, orang miskin produktif, 
pekerja migrant, dan penduduk di daerah terpencil. 
Dan pada akhirnya secara umum terdapat beberapa aspek penting yang 






















akses dan penggunaan terhadap layanan keuangan bagi masyarakat yang 
membutuhkan produk jasa keuangan. 
Dalam penelitian ini, pengertian inklusi keuangan yang digunakan 
adalah mengikuti pengertian dalam penelitian yang dilakukan oleh Sarma 
(2008), dimana inklusi keuangan diartikan sebagai proses yang menjamin 
kemudahan akses, ketersediaan dan penggunaan dari layanan keuangan 
untuk semua anggota dalam sebuah perekonomian.  
Pengertian yang dipaparkan oleh Sarma menggambarkan adanya 
dimensi-dimensi yang dapat membentuk pengukuran inklusi keuangan yang 
tercermin dalam nilai indeks inklusi keuangan. Dalam penelitian ini akan 
mencoba untuk menghitung indeks inklusi keuangan sebagai proksi nilai 




2.1.2  Indikator Inklusi Keuangan 
World Bank (2008), menggunakan indikator akses jasa keuangan diukur 
dengan jumlah kantor bank dan jumlah ATM yang tersebar pada suatu 
wilayah. Penggunaan jasa keuangan diukur dengan jumlah deposit serta 
kredit yang disalurkan.  
Namun seiring perkembangan penyempurnaan indikator pengukuran 
inklusi keuangan, Booklet Keuangan Inklusif yang diterbitkan oleh Bank 
Indonesia pada tahun 2014, dijelaskan bahwa untuk melihat sejauh mana 






















moneter telah menyusun sebuah ukuran kinerja atau indikator yang menjadi 
ukuran dalam melihat perkembangan inklusi keuangan, yaitu; 
1) Ketersediaan/ akses; mengukur kemampuan penggunaan jasa 
keuangan fomal dalam hal keterjangkauan fisik dan harga; 
2) Penggunaan; mengukur kemampuan penggunaan aktual produk 
dan jasa keuangan seperti frekuensi dan lama penggunaan  
3) Kualitas; mengukur apakah atribut produk jasa keuangan telah 
memenuhi kebutuhan pelanggan 
4) Kesejahteraan; mengukur dampak layanan keuangan terhadap 
tingkat kesejahteraan pengguna jasa keuangan. 
Berikut tabel 2.1 menyajikan indikator inklusi keuangan berdasarkan 
booklet keuangan inklusif yang diterbitkan oleh Bank Indonesia yang dapat 
diamati dengan data yang sebenarnya sebagai pengukuran inklusi 
























Tabel 2.1: Indikator Keuangan Inklusif yang Digunakan Bank Indonesia  
Dimensi Indikator Keterangan 
Akses 
Jumlah akses point per 10.000 
penduduk dewasa di level nasional 
dan terbagi berdasarkan jenis dan 
unit administrative 
Akses point ; tempat 
melakuakn transaksi 
cash in/cash out 
(Bank, ATM, 
agen/UPLK) 







produktif (>20 tahun) 
Persentase jumlah unit administratif 





Persentase dari total populasi yang 
tinggal di suatu unit administrasi 
yang memiliki minimal satu akses 
point 
Total populasi dalam 
provinsi dan 
kabupaten 
Jumlah akses point per 10 km² 
Akses point; tempat 
melakuakn transaksi 







Persentase jumlah penduduk 
dewasa yang memiliki minimal satu 
jenis rekening simpanan 
 (untuk negara yang tidak memiliki 
data ini dapat menggunakan jumlah 
rekening simpanan per 10.000 
penduduk dewasa) 
Jumlah rekening 
simpanan per 10.000 
penduduk dewasa 
Rekening simpanan; 
giro, tabungan,  
deposito berjangka 
Persentase jumlsh penduduk yang 
memiliki minimal satu jenis rekening 
pinjaman (untuk negara yang tidak 
memeiliki data ini dapat 
menggunakan jumlah rekening 
pinjaman per 10.000 penduduk 
dewasa 
Jumlah rekening 
pinjaman per 10.000 
penduduk dewasa 






















Mirip dengan penelitian Sarma (2012) yang mendefinisikan inklusi 
keuangan sebagai sebuah proses untuk memudahkan akses, ketersediaan 
dan penggunaan dari sistem keuangan formal bagi seluruh anggota dalam 
sebuah perekonomian. Definisi ini kemudian mendorong beberapa dimensi 
yang harus dikembangkan dalam mendukung proses inklusi keuangan 
tersebut yakni dimensi aksesibilitas, ketersediaan, dan dimensi penggunaan 
pada sistem keuangan formal. Semua dimensi ini bersama-sama 
membangun keuangan yang inklusif. Perbankan merupakan gerbang yang 
paling mendasar karena menyediakan layanan jasa keuangan sehingga 
merupakan media yang tepat sebagai pendorong proses inklusi keuangan 
disuatu negara.  
Masih dalam penelitian yang sama, Sarma merangkum satu konsep 
berkaitan dengan alternatif pengukuran inklusi keuangan yaitu Indeks Inklusi 
Keuangan (Index of Financial Inclusion). Indeks ini sendiri digunakan untuk 
mengukur keinklusifan sistem keuangan di suatu negara. Perhitungan Indeks 
Inklusi Keuangan yang dikembangkan oleh Sarma terbagi atas tiga dimensi 
yaitu: 
1) Penetrasi Perbankan. Penetrasi perbankan adalah indikator utama 
dalam inklusi keuangan. Semakin banyak penggunaanya maka 
semakin baik, karena itu sistem keuangan diharapkan dapat 
menjangkau secara luas di antara penggunanya. Salah satu indikator 
penetrasi perbankan adalah proporsi populasi yang memiliki rekening 
dibank. 
2) Ketersediaan jasa keuangan. Jasa keuangan harus tersedia bagi 
semua pengguna, dalam suatu sistem keuangan yang inklusif. Ukuran 






















lain lain). Ketersediaan jasa keuangan juga dapat dilihat dari jumlah 
jaringan lembaga keuangan atau jumlah ATM (Automatic Teller 
Machine). Tidak bisa dipungkiri ATM memiliki peranan yang sangat 
penting bagi jasa perbankan dalam melayani kebutuhan masyarakat. 
Kemudahan dalam mengambil tunai, penyetoran tunai serta digunakan 
untuk pembayaran membuat ATM menjadi kebutuhan mutlak bagi 
masyarakat. Dengan adanya jaringan kantor bank dan ATM, 
masyarakat akan semakin mudah menjangkau jasa keuangan. 
3) Penggunaan jasa perbankan. Banyak alasan mengapa sekelompok 
orang masih belum memanfaatkan keberadaan jasa keuangan 
meskipun mereka memiliki akses terhadap jasa keuangan. Di 
antaranya, jauhnya outlet bank dari tempat kediaman atau aktivitas 
sehari-hari, pengalaman buruk terhdap layanan jasa keuangan, dll. 
Penggunaan produk-produk layanan jasa keuangan yang dimaksud 
bisa dalam bentuk kredit, deposito, pembayaran, transfer, dll. Data 
indikator yang tepat untuk mengukur dimensi penggunaan yaitu volume 
kredit dan deposito penduduk dewasa terhadap proporsinya ke GDP. 
Dengan mengacu pada indikator yang dibangun oleh Sarma penelitian 
Park dan Mercado (2015) mengembangkan indikator inklusi keuangan 
dimana terdapat lima dimensi pengukuran sebagai indikator inklusi 
keuangan yaitu; jumlah ATM per 100,000 org dewasa, jumlah jaringan kantor 
cabang bank per 100,000 orang dewasa, jumlah peminjam pada bank 
komersial per 1,000 orang dewasa, jumlah deposan pada bank komersial 
per 1,000 org dewasa, dan rasio kredit terhadap GDP. Pengukuran untuk 
dua poin yang pertama menyangkut ketersediaan jasa perbankan sebagai 






















penggunaan dari inklusi keuangan. 
Penelitian terbaru mengembangkan indikator inklusi keuangan lebih 
lanjut dengan beberapa tambahan seperti yang dilakukan Kim (2017) 
menjabarkan bahwa terdapat lima variabel sebagai pengukuran utama dari 
inklusi keuangan yakni : 
1) Proksi pertama adalah ATM per 100,000 populasi dewasa, dimana 
pengukuran ini dapat diukur dengan kepemilikan akun. Asumsinya 
bahwa kepemilikan akun dapat mengindikasikan berapa banyak 
masyarakat atau perusahaan yang memiliki akun pada lembaga 
keuangan formal walaupun cara terbaik dalam mengukur indikator ini 
adalah dengan menghitung jumlah populasi yang memiliki akun di 
lembaga keuangan formal. 
2) Pengukuran jaringan kantor  bank per 100,000 populasi dewasa sebagai 
proksi dari penetrasi lembaga keuangan formal. Pengukuran ini  dapat 
menduga pemerataan layanan lembaga keuangan formal disuatu 
negara dari jumlah jaringan kantor bank. 
3) Pengukuran dengan akun deposito bank komersial per 1000 populasi 
dewasa sebagai proksi dari simpanan. Karena deposito merupakan 
representasi dari berapa banyak masyarakat membuka akun 
simpanannya di lembaga keuangan 
4) Pinjaman dari bank komersial per 1000 populasi dewasa sebagai proksi 
dari kredit.  
5) Indikator terakhir adalah penggunaan produk life insurance sebagai 
proksi dari asuransi.  
Walaupun terdapat indikator lain yang digunakan untuk mengukur 






















yang menyusun indikator inklusi keuangan sebagai kompisisi dari variabel-
variabel yang menyangkut dimensi, jangkauan (penetrasi geografi dan 
demografi), usage (deposit dan pinjaman) dan kualitas (syarat administrasi, 
penanganan masalah, dan biaya dari penggunaan produk). 
 
2.1.3 Pengukuran Indeks Inklusi Keuangan 
Perhitungan indeks inklusi keuangan menggunakan metode Sarma sbb: 
a) Perhitungan nilai masing-masing dimensi   
       
     
     
      
    (1) 
Dimana : 
wi = pembobotan untuk dimensi i  
Ai = nilai actual dari dimensi i  
mi = batas bawah (nilai minimum) dari dimensi i 
Mi  = batas atas (nilai maksimum) dari dimensi i  
Dari hasil perhitungan formula (1) didapatkan bahwa  
0≤ di≤ Wi. Semakin tinggi di, semakin baik pula pengukuran 
keberhasilan suatu negara atau daerah pada dimensi i tersebut. 
 
b) Penentuan nilai batas atas (Mi) dan batas bawah (mi) setiap 
dimensi  
Penentuan batas atas dan batas bawah sangat penting dalam 
proses normalisasi nilai setiap dimensi agar nilai setiap dimensi (di) 






















penting menetapkan nilai M1 dan mi agar bernilai sama/tetap untuk 
setiap tahunnya. Jadi IFI dihitung untuk tahun dan wilayah yang 
berbeda dengan nilai benchmark yang sama dari masing-masing 
dimensi. 
Dimana nilai mi sebagai batas bawah ditetapkan bernilai 0 
untuk semua dimensi. Sedangkan nilai Mi bisa saja merupakan nilai 
tertinggi dari data yang tersedia.Namun dalam hal ini bisa terdapat 
dua masalah. Yang pertama, data tertinggi secara empiric bisa saja 
menjadi data “outlier”, masalah tersebut akan membuat rusaknya 
skala indeks yang ditentukan. Selain itu data maksimum yang 
outlier bila digunakan akan membuat nilai IFI wilayah atau negara 
lain rendah, walaupun sebenarnya performa layanan sistem 
keuangan mereka mungkin saja bagus. Masalah kedua, saat 
menggunakan data maksimum yang outlier sebagai batas atas, 
dimana harusnya nilainya berbeda-beda untuk setiap tahunya dan 
akan menyulitkan bila membandingkan indeks tersebut antar waktu.  
Untuk itu setiap data observasi harus diuji outlier terlebih 
dahulu. Jika ada indikasi data observasi yang outlier maka untuk 
menentukan nilai batas atas (Mi) dilakukan perhitungan rata-rata 
kecenderungan 90 persentil distribusi data untuk masing-masing 
dimensi. 
Dalam penelitian ini, semua data observasi masing-masing 
dimensi, dimana nilai observasi tertinggi merupakan nilai yang 
outlier. Sehingga data Mi yang digunakan adalah data hasil 
perhitungan 90 persentil. Untuk itu semua data yang outlier harus 
























c) Penentuan bobot setiap dimensi  
Berdasarkan metode Sarma (2012), pembobotan untuk setiap 
dimensi sangat sulit ditentukan, pasalnya ketiga dimensi yang 
menyusun indeks inklusi keuangan yaitu dimensi penetrasi 
perbankan, dimensi ketersediaan akses perbankan dan dimensi 
pengunaan. Semua  dimensi tersebut sama-sama pentingnya untuk 
mendukung layanan sistem keuangan yang inklusif. 
Sejauh ini, ketersediaan layanan perbankan tidak hanya terkait 
jumlah kantor cabang ataupun outlet ATM saja. Pasalnya mungkin 
di banyak daerah lain sudah beralih pada internet banking atau 
mobile banking yang menggeser peran penting fisik outlet 
perbankan itu sendiri. Namun untuk wilayah-wilayah di Indonesia 
sendiri, masih minimnya penggunaan internet banking ataupun 
mobile banking oleh masyarakat masih belum dapat menggantikan 
peran kantor fisik bank. Sehingga dalam peneitian ini pemberian 
bobot pada dimensi availiabilitas dengan data ATM dan Kantor 
cabang bank adalah 1. Nilai dimensi availiabilitas dari data ATM dan 
kantor cabang dinilai sama pentingnya dalam menentukan basaran 
inklusi keuangan di Indonesia.  
Begitu pula dengan dimensi penggunaan yang mencakup data 
volume kredit dan deposit. Dimensi penggunaan juga akan 
diberikan bobot 1. Walaupun banyak layanan produk keuangan 
lainya juga yang dapat menggambarkan kelengkapan dimensi 
penggunaan produk perbankan seperti payments, transfers, 






















Pasalnya dalam artikel Sarma (2012) menjelaskan bahwa jika 
pertimbangan terkait semua nilai dimensi dianggap sama penting 
dalam mengukur tingkat keingklusifan layanan system keuangan 
maka wi = 1 untuk semua dimensi i.  
Oleh sebab itu, dalam penelitian ini mengikuti pembobotan 
yang digunakan oleh Sarma (2012) yang juga diaplikasikan oleh 
penelitian Sanjaya (2014), dimana bobot 1 untuk indeks dimensi 
penetrasi perbankan (d1), 1 untuk indeks dimensi ketersediaan 
(availiability)(d2), dan 1 untuk indeks dimensi penggunaan (usage) 
(d3). 
Jadi dari penentuan pembobotan tersebut, dapat disajikan 
bahwa daerah i pada titik (d1i,d2i, d3i) tiga dimensi masing-masing 
berada pada: dimensi penetrasi 0 ≤ d1 ≤ 1, dimensi ketersediaan  
0 ≤ d2 ≤1, dimensi penggunaan 0 ≤ d3 ≤ 1. Dimana (0,0,0) 
merupakan nilai terburuk dari setiap dimensi dan titik (1,1,1) 
merupakan titik ideal atau optimal dari masing-masing dimensi di 
setiap wilayah.  
Setelah menyelesaikan tiga dimensi, dimensi nilai tunggal (single value 
dimension) akan ditempatkan antara 0 dan wi ( 0 ≤ di ≤ wi ).  
Nilai dimensii yang mendekati wi menunjukan area dengan 
capaian tertinggi pada dimensii. 
Selanjutnya menentukan nilai X1 yang merupakan  jarak normalitas 
Eclidean X dari titik terendah 0, sedangkan X2 
merupakan jarak normalitas X dengan titik ideal w. IFI akan diproses dengan 
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Jadi IFI dmerupakan rata-rata sederhana dari X1 dan X2 
    
 
 
[     ]       
    (4) 
Nilai indeks dari setiap dimensi terletak antara 
0 dan wi. Nilai di yang lebih tinggi mengindikasikan lebih tinggi pada titik 
ideal dimensi ke i. Titik X = (d1, d2, d3,..dn) menunjukkan pencapaian inklusi 
keuangan pada suatu provinsi. Kemudian pada ruang dimensi, point  
O = (0, 0, 0) merepresentasikan situasi yang terburuk, sedangkan titik W = 
(W1, W2, W3,.. Wn) – di mana W1, W2, dan W3 adalah bobot setiap dimensi 
yang mewakili situasi paling ideal untuk seluruh dimensi. 
Pada formula (2) dimana nilai X1merupakan hasil normalisasi jarak dari 
titik X ke titik terendah O dan normalisasi dari jarak antara titik terendah O 
dan titik ideal W. setelah proses pernormalisasian, maka nilai X1 harusnya 
berada diantara 0 dan1. Implikasi nilai X1 yang semakin tinggi menunjukan 
suatu daerah lebih inklusif. 
Selanjutnya formula (3) yang menjelaskan perhitungan nilai X2, dimana 
penormalisasian jarak invers X dari titik ideal W. Nilai X2 setelah 
dinormalisasikan akan berada pada range 0 dan 1.  Dan semakin tinggi nilai 






















Dengan titik W = (1,1,1), maka rumus akhir dari IFI adalah;  




√           
√ 
 (  
√                       
√ 
)] 
  (5) 
Nilai IFI berada pada range 0 dan 1. Jika nilai IFI suatu daerah 
mendekati nilai 1, maka tingkat inklusi keuangan di daerah tersebut bisa 
dikatakan tinggi. Begitupun sebalikinya, nilai IFI yang mendekati bisa 
dikatakan cenderung eksklusi dari layanan keuangan.  
Nilai IFI dapat dikategorikan dalam tiga kelompok menurut penelitian 
Sarma (2012), dimana kelopok pertama adalah nilai 0.6 < IFI <1. Kelompok 
wilayah  yang memilki nilai IFI diantara 0.5 hingga 1 dikategorikan sebagai 
wilayah High Inclusion.  Kelompok kedua adalah wilayah dengan nilai IFI  
0.3< IFI< 0.6 dikategorikan dalam kelopok Medium financial inclusion. Yang 
terakhir adalah kelompok low, dimana nilai indeks inklusi keuangan suatu 
wilayah berada di bawah 0.3. 
Penelitian ini menggunakan tiga dimensi untuk mengukur Indeks Inklusi 
Keuangan (Index of Financial Inclusion) yang terdiri dari aksesibilitas (d1), 
availabilitas (d2), dan penggunaan (d3). 
Indikator aksesibilitas menggambarkan penetrasi institusi keuangan 
formal dengan data jumlah rekening perbankan umum konvensional per 
1000 orang dewasa. Sedangkan availibilitas diindikasikan oleh jaringan 
kantor cabang dan outlet ATM perbankan umum konvensional per 100,000 
penduduk dewasa. Yang terakhir adalah penggunaan, dimensi yang terdiri 

























2.2 Penelitian Terdahulu 
Pada mulanya Demirgüç-Kunt et al. (2011), menulis artikel tentang pengaruh 
kegiatan transfer (remittances) terhadap perluasan dan pendalaman sektor 
perbankan di Meksiko. Walaupun dalam penelitian tersebut tidak menyinggung 
masalah karakteristik individu maupun sosial, yang mempengaruhi perluasan dan 
pendalaman sektor perbankan, namun dalam artikel tersebut memuat faktor-
faktor tambahan dalam permodelan yang dapat mempengaruhi tingkat perluasan 
dan pendalaman sektor perbankan. Tingkat pendalaman dan perluasan sector 
keuangan diprokskan dengan variable penggunaan akun deposit dan layanan 
kredit di lembaga keuangan.  Selain variabel utama kegiatan transfer, terdapat 
penggunaan variable independen lainya meliputi jumlah populasi, GDP per 
kapita, tingkat pendidikan, jarak ke kota terdekat dengan meksiko. Dalam 
penelitian tersebut menggunakan metode panel data dengan model fix efek dan 
menggunakan estimasi tobit. Hasil penelitian ini ditemukan bahwa transfer 
sangat berhubungan erat dengan perluasan dan pendalam layanan perbankan 
yang besar, meningkatkan jumlah jaringan kantor cabang dan pendapatan per 
kapita serta porsi deposito terhadap GDP meningkatkan inklusi keuangan di 
meksiko. 
Selanjutnya penelitian dengan terobosan baru terkait inklusi keuangan di 
lakukan oleh Sarma dan Pais, (2011). Dengan penulisan artikel ilmiah terkait 
inklusi keuangan dan pembangunan yang menganalisis antar negara. 
Menggunakan indeks inklusi keuangan yang dibangun oleh Sarma (2008), 
penelitian ini mengindentifikasikan faktor-faktor yang signifikan berhubungan 






















manusia, pendapatan, ketimpangan pendapatan dan literasi. Selain itu fisik 
infrastruktur untuk berhubungan dan berbagi informasi. Selain itu variabel lainya 
dari sisi sektor perbankan seperti NPA dan CAR juga diteliti untuk melihat 
pengaruhnya terhadap inklusi keuangan. Data yang digunakan meliputi data 49 
negara dengan data periode 2004. Menggunakan metode regresi. Hasil 
penelitian menunjukan bahwa yang pertama dalam mengukur tingkat 
pembangunan manusia sangat berhubungan dengan inklusi keuangan. 
Selanjutnya pendapatan berhubungan positif dengan inklusi keuangan, 
infrastruktur yang menghubungkan dan berbagi informasi signfikan berhubungan 
dengan inklusi keuangan. NPA dan CAR memiliki hubungan negatif terhadap 
inklusi keuangan. 
Chakravarty dan Pal (2013), meneliti kembali pendekatan inklusi keuangan 
di India. Dalam artikel tersebut, pertama-tama dibangun sebuah pengukuran 
yang jelas untuk mengukur inklusi keuangan dari sisi supplay layanan perbankan 
yang terdiri dari enam indikator yakni penetrasi geografi dan demografi,jumlah 
akun deposit dan kredit per 1.000 masyarakat, rasio deposito per pendapatan 
dan rasio kredit per pendapatan. Penelitian dilanjutkan dengan mengestimasi 
dampak pada kebijakan prioritas di sektor perbankan di India selama tahun 1972-
2009, dengan menggunakan tehnik ekonometrika panel data dalam menganalisa 
masalah tersebut (GMM metode). Hasil penelitian menunjukan bahwa kebijakan 
sosial banking memiliki peran penting dalam mempercepat inklusi keuangan 
antar daerah di India selama tahun 1977-1990. Kemudian, pergeseran kebijakan 
yang lebih mendukung reformasi sektor pasar keuangan tidak berdampak terlalu 
baik terhadap inklusi keuangan. Dalam penulisan ini mengidentifikasikan bahwa 






















kebijakan untuk mempercepat inklusi keuangan di india. Inklusi keuangan di 
proksikan dengan data indeks inklusi keuangan. 
Disisi lain Demirgüc-Kunt and Klapper (2013), juga meneliti terkait alternatif 
pengukuran inklusi keuangan. Sebuah penelitian yang bertujuan untuk 
mengidentifikasi inklusi keuangan dengan menggunakan data pada periode 2011 
dari the World Bank's Global Findex.  Dengan menganalisis penggunaan layanan 
keuangan pada 148 negara. Penelitian tersebut menguji karakter individual dan 
karakter suatu negara yang berhubungan dengan tiga indikator inklusi keuangan; 
kepemilikan akun formal, akun tabungan bank,penggunaan kredit bank .Hasilnya 
menunjukan bahwa perbedaan pendapatan antar negara maupun antar individu 
sangat mempengaruhi tingkatan inklusi keuangan di suatu negara 
Penelitian lebih lanjut dikembangkan dengan lingkup subyek kelompok 
negara-negara tertentu, seperti yang dilakukan oleh Van der Werff et al., (2013). 
Penelitian tersebut menemukan hubungan antara inklusi keuangan yang 
diproksikan oleh persentase populasi dewasa (>15 tahun) yang menggunakan 
layanan keuangan di lembaga formal, dengan faktor sosial. Menggunakan  data 
dari Global Findex pada 31 OECD countries. Penelitian tersebut menyajikan 
fakta dan bukti untuk mendukung pernyataan bahwa tingkat kepercayaan yang 
tinggi pada pemerintahan dan lembaga keuangan formal akan meningkatkan 
tingkat inklusi keuangan. Sebaliknya ketimpangan pendapatan dapat 
menghambat penggunaan layanan keuangan formal. Selain itu faktor non-
finansial menjadi sangat penting juga sebagai faktor penentu dalam 
meningkatkan inklusi keuangan. 
Perkembangan penelitian inklusi keuangan selanjutnya dengan 
membandingkan antara satu negara dengan negara lain seperti yang dilakukan 






















China. Dengan menggunakan data base tahun 2011 dari World Bank Global 
Findex untuk menganalisis inklusi keuangan di China, termasuk 
membandingkannya dengan negara BRICS lainya dengan menggunakan metode 
probit estimasi. Data variabel kontrol yang merupakan variabel yang 
menggambarkan karakteristik individual yaitu: pendapatan, pendidikan, usia, dan 
gender. Hasil penelitian menunjukan bahwa tingkat inklusi keuangan di China 
lebih tinggi dibandingkan negara BRICS lainya yang didukung oleh besarnya 
penggunaan akun keuangan formal dan tabungan di sektor keuangan formal. 
Namun penggunaan kredit di China masih tergolong rendah dibandingkan 
negara BRICS lainya.Hasil penelitian selanjutnya menyatakan bahwa 
pendapatan yang tinggi, berpendidikan, bergender laki-laki, dan berusia dewasa 
sangat berhubungan dengan peningkatan penggunaan akun formal dan akses 
kredit formal di China. Variabel inklusi keuangan di proksikan dengan 3 indikator 
yaitu; kepemilikan akun formal, tabungan di lembaga keuangan formal, 
penggunaan kredit bank. 
Masih dalam tahun yang sama, penelitian lain dilakukan dengan mengambil 
sudut pandang yang lebih kompleks terkait inklusi keuangan, kemiskinan, dan 
ketimpangan negara-negara berkembang di Asia yang dilakukan oleh Park dan 
Mercado, (2015). Penulisan penelitian ini berdasarkan literature inklusi keuangan 
yang berfokus pada negara perekonomian sedang berkembang di Asia. Dimana 
inklusi keuangan diproksikan dengan indeks inklusi keuangan yang terdiri dari 
dua dimensi pengukuran yakni dimensi availiabilitas dan dimensi penggunaan. 
Dengan mengestimasi kondisi makro ekonomi dan karakteristik setiap negara 
sebagai faktor yang mempengaruhi derajat inklusi keuangan di 37 negara yang 
perekonomiannya sedang berkembang di Asia. Penelitian ini juga menguji 






















Dalam penelitian ini  menghitung nilai indeks inklusi keungan dengan metode 
yang digunakan Sarma dan juga  menggunakan metode regresi untuk melihat 
faktor-faktor yang mempengaruhi inklusi keuangan. Hasil penelitian menunjukan 
bahwa pendapatan perkapita, role of law, dan faktor demografi signifikan 
mempengaruhi indikator inklusi keuangan di Asia. Ekonomi dengan populasi 
yang besar juga cenderung meningkatkan akses ke layanan jasa keuangan. 
Disisi lain penelitian inklusi keuangan juga dilakukan per individu negara, 
seperti yang dilakukan oleh Babajide et al.,(2015). Penelitian ini mengidentifikasi 
dampak dari inklusi keuangan pada pertumbuhan ekonomi di Nigeria.Tujuannya 
untuk memperjelas faktor penentu dari inklusi keuangan dan dampaknya pada 
petumbuhan ekonomi. Dengan menggunakan meodel OLS. Inklusi keuangan 
diproksikan dengan jumlah depositodi bank komersial. Dari hasil estimasi OLS 
tersebut variabel kontrol yang digunakan adalah capital working, total faktor 
produktif, suku bunga, proporsi penjulan grosir dan retail terhdap PDB, kondisi 
politik, koefisien gini, sumber pinjaman total, dan jumlah jaringan kantor 
perbankan. Hasil penelitian menunjukan bahwa peningkatan jaringan kantor bank 
akan menarik peningkatan penggunaan akun bank formal. Demikian juga 
kestabilan politik dan tingkat pendapatan merupakan kategori penentu yang 
paling dasar dalam mempengaruhi transaksi keuangan dan pengunanaan akun 
formal perbankan. 
Kostov et al. (2015), juga menulis artikel ilmiah terkait inklusi keuangan 
dengan mendalami sebuh kebijakan yang telah diberlakukan terkait tujuan inklusi 
keuangan pada Negara Afrika Selatan.Tujuan penelitian ini untuk memahami 
sejauh mana keputusan rumah tangga untuk mengakses layanan keuangan, 
dengan memasukan anslisa tingkat Mzansi akun di Afrika Selatan. Kesediaan 






















dikarenakan oleh tingkat presepsi dan perilaku. Hasil penelitianya menunjukan 
bahwa proses keputusan rumah tangga dalam mengakses layanan keuangan 
bergantung pada tingkat pendidikan (aspirasi) dan literasi keuangan. Penelitian 
ini  menggunakan metode logistic regression. 
Masih dalam lingkup pembahasan satu negara terkait inklusi keuangan. Zins 
dan Weill (2016), mendalami dan memperbaharui penelitian terkait faktor 
penentu inklusi keuangan di negara Afrika. Objek penelitian dalam paper ini 
adalah untuk menguji faktor penentu inklusi keuangan di Afrika. Dengan 
menggunakan data dari  World Bank’s Global Findex pada 37 negara yang ada 
di Afrika, periode data tahun 2014. Dengan menggunakan estimasi probit. Inklusi 
keuangan diproksikan dengan tiga indikator inklusi keuangan yaitu; kepemilikan 
akun perbankan, akun simpanan di bank dan penggunaan kredit di perbankan. 
Varibel kontrol  yang digunakan adalah usia, gender, pendaptan dan 
pendidikan.Hasilnya menggambarkan bahwa, pendapatan tinggi, bergender laki-
laki, kaya, lebih berpendidikan dan lebih dewasa memiliki hubungan dengan 
peningkatan inklusi keuangan. 
Allen et al. (2016), menulis artikel yang lebih menekankan pada kepemilikan 
akun dan penggunaannya yang menggambarkan inklusi keuangan pada 
kelompok negara. Dalam penelitian tersebut membahas mengenai karakter 
individu dan suatu negara yang berhubungan dengan inklusi keuangan dan 
perumusan kebijakan yang efektif diantara masyarakat yang tergolong eksklusi 
keuangan seperti masyarakat misikin, terpencil dan remaja. Dengan 
menggunakan estimasi probit, dibentuk 3 permodelan untuk melihat masing-
masing pengaruh dari proksi inklusi keuangan yaitu kepemilikan akun formal, 
simpanan dan frekuensi penggunaan penggunaan akun keuangan. Hasil 






















dengan biaya akun yang rendah, perluasan fungsi intermediari 
keuangan,peraturan  legal yang kuat, dan lingkungan politik yang stabil. 
Efektifitas dari sebuah kebijakan untuk mendukung inklusi keuangan  bergantung 
pada pertimbangan karakter individu tersebut.   
Penelitian terbaru dilakukan oleh Mylonidis et al., (2017). Terkait eksklusi 
keuangan di US dengan memperhatikan faktor demografi. Penelitian ini berusaha 
menguji korelasi antara faktor  demografi/sosial ekonomi/budaya dan eksklusi 
keuangan. Dengan menggunakan data survey US dari kumpulan data PSID. 
Penelitian ini menggunakan model  probit. Dalam penelitian ini variabel kontrol  
yang digunakan adalah usia, gender, status,pekerjaan, kesehatan, tingkat 
pendidikan, lokasi tempat tinggal (perkotaan atau pedesaan). Hasilnya 
menunjukan bahwa banyak dari variabel demografi dan latar belakang seseorang 
sangat berkorelasi dengan akternatif pengukuran eksklusi keuangan. Hasil yang 
signifikan mempengaruhi juga adalah ras, pendapatan rumah tangga, status 
kesehatan. Lalu diikuti oleh umur dan tingkat pendidikan. Selanjutnya ditemukan 
pula bahwa agama memiliki hubungan yang rendah terhadap eksklusi keuangan. 
Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yakni karakteristik 
proksi variabel inklusi keuangan yang diukur dengan menyatukan tiga indikator 
keingklusifan layanan system keuangan menjadi nilai single value yang dapat 
merepresentasikan tingkat keinklusifan dan dapat dibandingkan antar wilayah 
serta dapat melihat perkembangan tingkat inklusi keuangan dari waktu ke waktu. 
Karena pada penelitian sebelumnya, para peneliti menggunakan variabel yang 
diduga bisa mencerminkan tingkat keinklusifan layanan sistem keuangan dengan 
beberapa variabel secara terpisah. Hal itu akan menyulitkan interpretasi saat 
ingin membandingkan tingkat inklusi keuangan antar wilayah ataupun antar 






















inklusi keuangan  masih sangat jarangditeliti khusunya untuk studi kasus wilayah 
Indonesia.  
Topik inklusi keuangan juga merupakan topik yang baru dan unik sebagai 
bahan penelitian dikarenakan penelitian terkait inklusi keuangan akan dapat 
memberikan informasi yang mungkin dapat digunakan dalam menilai keadaan 
layanan sistem keuangan terkhusunya di Indonesia untuk dijadikan referensi 























2.3 Kerangka Pikir 
Berdasarkan uraian-uraian sebelumnya, secara ringkas penelitian ini akan 
digambarkan sebagai berikut; 

















Sumber: Penulis, 2018 
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Berdasarkan gambaran kerangka pikir diatas, dalam penelitian ini berusaha 
mengidentifikasi kembali faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi 
peningkatkan inklusi keuangan di Wilayah Regional Indonesia.  
Penelitian ini berusaha mengidentifikasi pengaruh variabel GDP per kapita, 
tingkat pendidikan (Education) terakhir populasi dewasa dalam hal ini diwakilkan 
oleh jenjang pendidikan terakhir SMP/sederajad dan SMA/sederajat ke atas yang 
ditempuh oleh populasi dewasa, perkembangan populasi dewasa, tingkat 
ketimpangan pendapatan, ketersediaan jaringan kantor cabang bank, outlet 
ATM, penggunaan internet dan terakhir adalah variabel penggunaan telpon 
gengam yang diduga memiliki pengaruh signifikan terhadap peningkatan inklusi 
keuangan di Indonesia.  
Dengan menggunakan perhitungan indeks inklusi keuangan berdasarkan 
pengembangan perhitungan yang dirumuskan oleh Sarma (2012). Dimana untuk 
membangun suatu nilai tunggal dari indeks inklusi keuangan, terdapat tiga 
dimensi yang secara bersama-sama membentuk indeks inklusi keuangan. 
Dimensi tersebut meliputi dimensi penetrasi perbankan, dimensi ketersediaan 
akses infrasturktur dan terakhir dimensi penggunaan produk-produk perbankan. 
Dimensi penetrasi perbankan diindikasikan oleh data jumlah rekening 
simpanan pada bank umum konvensional per 100,000 populasi dewasa. 
Selanjutnya dimensi ketersediaan akses keuangan akan diukur oleh data 
jaringan kantor cabang dan outlet ATM bank umum konvensional per 100,000 
populasi dewasa. Dan yang terkahir adalah dimensi penggunaan produk 
perbankan yang diwakilkan oleh data volume kredit dan DPK per PDRB masing-
masing provinsi di Indonesia. Ketiga dimensi tersebut bersama-sama 






















yang berupa single value akan menjadi proksi dari tingkat keinklusifan layanan 
sistem keuangan di Indonesia. 
 
2.4 Hipotesis 
1) Diduga tingkat pendapatan masyarakat memiliki pengaruh signifikan positif 
terhadap peningkatan inklusi keuangan di Indonesia. 
2) Diduga tingkat pendidikan memiliki pengaruh signifikan positif terhadap 
peningkatan inklusi keuangan di Indonesia.  
3) Diduga pula jumlah penduduk yang bisa dianggap sebagai pangsa pasar 
industri perbankan untuk menyasar penjualan produk-produk keuangan akan  
dapat mempengaruhi peningkatan inklusi keuangan.  
4) Diduga tingkat ketimpangan pendapatan memiliki pengaruh signifikan negatif 
terhadap tingkat inklusi keuangan di Indonesia. 
5) Diduga variabel jaringan kantorcabang bank disuatuwilayah memilki 
pengaruh signifikan positif terhadap inklusi keuangan di Indonesia. 
6) Diduga pulavariabel ATM berpengaruh signifikan positif terhadap inklusi 
keuangan di regional Indonesia. 
7) Diduga variabel akses internet memiliki pengaruh signifikan positif terhadap 
inklusi keuangan di Indonesia . 
8) Diduga variabel pengguna telpon seluler memiliki pengaruh signifikan positif 


























3.1 Jenis Penelitian 
Penelitian ini bersifat kuantitatif dengan jenis data sekunder yang bersumber 
dari situs resmi pemerintahan dalam hal ini dari web Bank Indonesia 
(www.bi.go.id), BPS (www.bps.go.id) dan Otoritas Jasa Keuangan 
(www.ojk.go.id). Penelitian ini juga berlandaskan pada studi literasi terdahulu 
terkait inklusi keuangan di beberapa negara ataupun kelompok negara. 
3.2 Variabel Penelitian, Definisi Operasional dan Sumber Data 
 Dalam sub bab ini, mencakup deskripsi dari variabel yang digunakan 
dalam penelitian. Sebelum penjelasan terkait variabel penelitian, terlebih dahulu 
disajikan tabel deskripsi komponen indikator variabel inklusi keuangan. Pasalnya 
nilai varaibel inklusi keuangan yang dijadikan sebagai variabel dependen dalam 
penelitian ini harus dihitung terlebih dahulu untuk mendapatkan nilai proksi 
variabel tersebut. Dimana dalam penelitian ini proksi variabel inklusi keuangan 
adalah nilai indeks inklusi keuangan yang dihitung dari tiga dimensi.  
Tabel 3.1 menguraikan komponen pengukuran indikator indeks inklusi 
keuangan. Dimana dalam penelitian ini indikator indeks inklusi keuangan akan 
dihitung berdasarkan nilai dari tiga dimensi yaitu; pertama, dimensi penetrasi 
perbankan yang akan diproksikan oleh jumlah akun rekening perbankan umum 
konvensional/1,000 populasi dewasa di masing-masing provinsi. Selanjutnya 






















data persebaran kantor cabang dan outlet ATM bank umum 
konvensional/100,000 populasi dewasa di masing-masing provinsi, dan yang 
terakhir yaitu dimensi penggunaan yang akan diproksikan oleh data porsi total 
kredit dan DPK perbankan umum konvensional terhadap nilai PDRB. Ringkasan 
perhitungan indikator indeks inklusi keuangan disajikan sebagai berikut. 
 
Tabel 3.1: Perhitungan Indikator  Indeks Inklusi Keuangan 
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Sumber: Data Diolah Gabriella, 2013 
 
 Selanjutnya tabel 3.2 akan mendeskripsikan ringkasan terkait pelabelan 
dalam persamaan yang dibentuk penelitian ini, definisi variabel yang digunakan 























Tabel 3.2 :Definisi Operasional Varibel-Varibel Dalam Penelitian 




Data perhitungan indeks 
inklusi keuangan dengan 
menggunakan metode Sarma. 
Dimana perhitungan indeks 
inklusi keuangan terdiri dari 
indikator tiga dimensi yaitu 
penetrasi perbankan, 
ketersediaan akses dan 














Nilai rill pendapatan per kapita 
masyarakat (Rp). 





Jenjang pendidikan tertinggi 
yang ditamatkan pemuda 
(16-30 tahun) adalah jenjang 
pendidikan tertinggi yang 
sudah ditamatkan oleh 
seseorang yang sudah tidak 
sekolah lagi. Meliputi 
Persentase jenjang 
pendidikan SMP/sederajat 
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3.3 Lingkup Penelitian 
Penelitian ini dilakukan dengan mengambil data nasional yang berfokus 
pada analisis perkembangan variabel setiap provinsi di Indonesia dengan 
mengecualikan Provinsi Kalimantan utara, terkait keterbatasan data yang dimiliki 
oleh Provinsi Kalimantan Utara.  
Data meliputi 33 provinsi di seluruh Indonesia. Provinsi-provinsi yang 
dimaksud dalam penelitian ini adalah provinsi  Aceh, Sumatra Utara, Sumatra 
Barat, Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Bengkulu, Lampung, Kepulauan Bangka 
Belitung,  Kepulauan Riau, Dki Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI 
Yogyakarta,  Jawa Timur, Banten, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara 
Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan 
Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, 
Gorontalo, Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, Papua. 
Rentang waktu dalam penelitian ini adalah dari tahun 2012-2015, yang 
merupakan data periode tahunan. Penelitian ini berfokus pada periode setelah 
kebijakan inklusi keuangan ditargetkan oleh pemerintah sebagai kebijakan 
prioritas yakni dimulai pada tahun 2010. Oleh karenanya periode dalam 
penelitian diambil setelah tahun 2010. Disamping itu keterbatasan data terkait 
variabel penggunaan telpon seluler dan internet yang hanya tersedia mulai dari 
tahun 2012-2015 membuat variabel lainya menyesuaikan dengan keterbatasan 
























3.4 Tehnik Analisis Data 
3.4.1 Perhitungan Indeks Inklusi Keuangan 
Gambar 3.1: Alur Perhitungan Indeks Inklusi Keuangan 
 
Sumber : Data Diolah, 2018 
 
Menggunakan metode Sarma Perhitungan nilai masing-masing 
dimensi sbb: 
      
     
     
       
   (1) 
Dimana : 
wi = pembobotan untuk dimensi i  
Ai = nilai actual dari dimensi i  
mi = batas bawah (nilai minimum)  dari dimensi i 
























a) Penentuan nilai batas atas (Mi) dan batas bawah (mi) 
setiap dimensi  
Penentuan batas atas dan batas bawah sangat penting 
dalam proses normalisasi nilai setiap dimensi agar nilai setiap 
dimensi (di) nantinya  selalu berada dalam posisi 0 dan wi. 
Untuk itu sangat penting menetapkan nilai M1 dan mi agar 
bernilai sama/tetap untuk setiap tahunnya. Jadi IFI dihitung 
untuk tahun dan wilayah yang berbeda dengan nilai 
benchmark yang sama dari masing-masing dimensi.  
Dimana nilai mi sebagai batas bawah ditetapkan bernilai 
0 untuk semua dimensi. Sedangkan nilai Mi bisa saja 
merupakan nilai tertinggi dari data yang tersedia.Namun 
dalam hal ini bisa terdapat dua masalah. Yang pertama, data 
tertinggi secara empiric bisa saja menjadi data “outlier”, 
masalah tersebut akan membuat rusaknya skala indeks yang 
ditentukan, selain itu data maksimum yang outlier, bila 
digunakan akan membuat nilai IFI wilayah atau negara lain 
rendah, walaupun sebenarnya performa layanan sistem 
keuangan mereka mungkin saja bagus. Masalah kedua, saat 
menggunakan data maksimum yang outlier sebagai batas 
atas, dimana harusnya nilainya berbeda-beda untuk setiap 
tahunya dan akan menyulitkan bila membandingkan indeks 
tersebut antar waktu. 
Untuk itu setiap data observasi harus diuji outlier terlebih 
dahulu. Jika ada indikasi data observasi yang outlier maka 






















rata-rata kecenderungan 90 persentil distribusi data untuk 
masing-masing dimensi. 
Dalam penelitian ini, semua data observasi masing-
masing dimensi dimana nilai observasi tertinggi merupakan 
nilai yang outlier. Sehingga data Mi yang digunakan adalah 
data hasil perhitungan 90 persentil.Untuk itu semua data yang 
outlier harus diganti dengan data 90 persentil tersebut. 
b) Penentuan bobot setiap dimensi  
Dalam penelitian ini, pembobotan yang digunakan 
berdasarkan penelitian Sarma (2012) yang telah diaplikasikan 
juga dalam penelitian Sanjaya (2014), dimana bobot untuk 
setiap dimensi bernilai sama yakni w (d1,d2,d3) = 1. 
Jadi dari penentuan pembobotan tersebut, dapat disajikan 
bahwa daerah i pada titik (d1i,d2i, d3i) tiga dimensi masing-
masing berada pada: dimensi penetrasi 0 ≤ d1 ≤ 1, dimensi 
ketersediaan 0 ≤ d2 ≤ 1, dimensi penggunaan 0 ≤ d3 ≤ 1. 
Dimana (0,0,0) merupakan nilai terburuk dari setiap dimensi 
dan titik (1,1,1) merupakan titik ideal atau optimal dari masing-
masing dimensi di setiap wilayah.  
Selain menentukan pembobotan dimensi, pembobotan 
terkait indikator penyusun dimensi juga diperhitungkan 
berdasarkan metode Sarma (2012). Dimana jika terdapat lebih 
dari satu indikator untuk menghitung nilai tunggal dimensi, 
pembobotan indikator dihitung berdasarkan rata-rata rasio dari 
indikator-indikator yang digunakan dalam perhitungan nilai 






















Setelah menyelesaikan tiga dimensi, dimensi nilai tunggal (single value 
dimension) akan ditempatkan antara 0 dan wi( 0≤ di ≤wi ).  
Nilai dimensii yang mendekati wi menunjukan area dengan 
capaian tertinggi pada dimensii. 
Selanjutnya menentukan nilai  X1 yang merupakan  jarak normalitas 
Eclidean X dari titik terendah 0, sedangkan X2merupakan jarak normalitas X 
dengan titik ideal w. IFI akan diproses dengan menggunakan rumus di 
bawah ini.  
   
√           
√            
     (2) 
     
√(     )  (     )  (     ) 
√            
     (3) 
Jadi IFI dmerupakan rata-rata sederhana dari X1 dan X2 
    
 
 
[     ]       4) 
Nilai indeks dari setiap dimensi terletak antara 0 dan wi. Nilai di yang 
lebih tinggi mengindikasikan lebih banyak titik ideal pada dimensi ke i. Titik X 
= (d1, d2, d3) menunjukkan pencapaian inklusi keuangan pada sebuah 
provinsi. Kemudian pada ruang dimensi, point O = (0, 0, 0) 
merepresentasikan situasi yang terburuk, sedangkan titik W = (w1, w2, w3) – 
di mana w1, w2, dan w3 adalah bobot setiap dimensi – yang mewakili situasi 
paling ideal untuk seluruh dimensi. 
Dengan titik W = (1,1,1), maka rumus akhir dari IFI adalah 
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Penelitian ini menggunakan tiga dimensi untuk mengukur Indeks Inklusi 
Keuangan (Index of Financial Inclusion) yang terdiri dari aksesibilitas (d1), 
availabilitas (d2), dan penggunaan (d3). 
3.4.2 Model Analisis 
Dalam penelitian ini model analisis yang digunakan adalah model 
analisis panel data. Yang secara umum persamaan model panel data dapat 
ditulis sebagai berikut:  
Yit = β0 + αi + β1X1it + β2X2it  + β3X3it  + β4X4it +  ….βnXit+ μit 
Dimana : Y    = variabel dependen.  
X1, X2, X3..Xn  = variabel independen 
β 0   = constanta  
αi   = variabel unobservasi  
β1, β2, β3, βn = nilai koefisien masing masing 
variabel independen  
μ   = nilai error  
it   = melambangkan jenis data panel 
3.4.2.1 Pemilihan Model Panel Data  
Dalam analisis regresi panel data, terdapat tiga metode yang bisa 
digunakan untuk mengestimasi model regresi panel data, yaitu Model 
























3.4.2.2 Pemilihan Model Panel Data Terbaik  
a) Uji likelihood (Redundant Fixed Effects Tests), uji ini digunakan 
untuk menetukan pilihan model terbaik antara model pooled least 
square atau fixed effect.  
Hipotesis uji likelihood; 
H0 ; model pooled lebih baik 
Ha :model fixed effect lebih baik 
Dasar pengambilan keputusan ; 
1) Jika nilai prob chi-square <  dari alfa (0.05 ) maka H0 ditolak 
dan Ha diterima. 
2) Jika nilai prob chi-square >  dari alfa (0.05 ) maka H0 diterima 
dan Ha ditolak 
b) Uji haustmant, uji ini digunkan untuk memilih permodelan yang 
terbaik antara metode panel data fixed effect atau Random effect. 
Hipotesis uji haustmant sbb; 
H0 ; model random effect lebih baik 
Ha ; model fixed effect lebih baik 
Dasar pengambilan keputusan ; 
1) Jika nilai prob chi-square <  dari alfa (0.05 ) maka H0 ditolak 
dan Ha diterima. 
2) Jika nilai prob chi-square >  dari alfa (0.05 ) maka H0 diterima 
























3.4.3  Pengujian Asumsi Klasik 
3.4.3.1 Pengujian Normalitas  
Asumsi normalitas adalah setiap nilai µi (error) dapat 
terdistribusi secara normal, artinya:  
Rata-rata: E(µi)=0 
Varians: E(µi)
2 = σ2, Atau dapat dituliskan µi~ N(0,σ
2).  
Pengujian normalitas data bisa dilihat dari nilai probabilitas 
jarque-bera. Dimana: 
Hipotesis; 
H0 ; residual memiliki distribusi normal 
Ha ; residual tidak terdistribusi normal  
Dasar pengambilan keputusan ; 
1) Jika nilai prob chi-square <  dari alfa (0.05 ) maka H0 
ditolak dan Ha diterima. 
2) Jika nilai prob chi-square > dari alfa (0.05 ) maka H0 
diterima dan Ha ditolak 
3.4.3.2 Multikolinearitas  
Merupakan masalah dimana data memiliki hubungan linear 
yang “sempurna” antar variabel independennya dalam sebuah 
permodelan regresi.  Untuk regresi variabel k yang melibatkan 
variabel penjelas X1, X2, X3, Xn… (dimana X1= 1 untuk semua 
observasi mengikuti faktor intercept), dikatakan terdapat hubungan 
linear “sempurna” jika  terjadi kondisi sbb: 
λ1X1+λ2X2+ λ3X3+….. λnXn = 0 























 Autokorelasi didefinisikan sebagai korelasi kelambanan 
suatu deretan tertentu  dengan dirinnya sendiri. Atau secara 
sederhana dapat dikatakan autokorelasi merupakan masalah 
asumsi kalsik dimana terdapat korelasi antar observasi untuk 
periode yang berbeda. Atau juga merupakan suatu kondisi dimana 
sifat residual regresi saling berkaitan antara satu observasi (ke-i) 
dengan observasi yang lain (ke-j) (Wahyudi, 2016). 
Dapat dituliskan sbb: E(ɛi, ɛj) ≠ 0; i ≠ j. 
Autokorelasi dapat dideteksi dengan melihat nilai Durbin-
Watson. Jika: 
 0< d < dL   : terdapat autokorelasi positif 
 dL< dW < dU  : daerah ragu-ragu 
 dU < d < 4-dU  : tidak terdapat autokorelasi 
  4-dU < d < 4-dL : daerah ragu-ragu 
 4-dL < d < 4   : terdapat autokorelasi negatif 
3.4.3.4 Heteroskedastisitas 
Masalah yang timbul akibat nilai variance µ adalah σ2, yang 
menunjukan nilai variance error bervariasi dari satu observasi ke 
observasi lainya, ataudengan kata lain nilai variance error tidak 
konstan. Secara umum heteroskedastisitas dapat digambarkan 

























3.4.4 Pengujian Data Panel 
 
FIit = β0 + β1INCOMEit +  β2EDUSMPit +  β2EDUSMAit + β4POPit   
- β5INEQUALITYit +       it + μit      (1) 
FIit = β0 + β1INCOMEit +  β2EDUSMPit +  β2EDUSMAit + β4POPit   
- β5INEQUALITYit +      it + μit      (2) 
FIit = β0 + β1INCOMEit +  β2EDUSMPit +  β2EDUSMAit + β4POPit   
- β5INEQUALITYit +           it  + μit      (3) 
FIit = β0+ β1INCOMEit +  β2EDUSMPit +  β2EDUSMAit + β4POPit   
- β5INEQUALITYit +        it   + μit      (4) 
 
KET :  
β0     = nilai constanta  
β1, β2, β3, β4, β5, β6 β7 β8 β9 = merupakan nilai koefisisen dari masing-
masing variabel independent yaitu variabel 
pendapatan per kapita masyarakat  tingkat 
Pendidikan SMP  dan SMA ,perkembangan 
jumlah penduduk,  variabel tingkat 
ketimpangan pendapatan masyarakat, 
variabel kantor cabang bank, ATM,  
penggunaan telpon seluler dan  terakhir 
koefisien variabel penggunaan internet  
μ       =nilai error 
it  =menunjukan data panel yang 
menggabungkan data crossection dan time 
series 
3.4.4.1 Uji Koefisien Regresi secara Simultan (Uji F) 
Uji hipotesis dengan F hitung digunakan untuk menguji pengaruh 
variabel bebas secara bersama – sama terhadap variabel terikat yaitu 























Ho; β1=β2=β3=β4=β5=β6=β7=β8=β9= 0  Yaitu seluruh variabel bebas 
secara bersama-sama tidak mempengaruhi besaran nilai 
variabel terikat dalam hal ini adalah tingkat inklusi keuangan 
Ha; β1≠β2≠β3≠β4≠β5≠β6≠β7≠β8≠β9≠ 0 Yaitu seluruh variabel bebas 
secara-bersama-sama mempengaruhi tingkat inklusi keuangan 
Dasar pengambilan keputusan ; 
1) jika probabilitas uji F< 0,05 maka Ho ditolak dan Ha diterima 
2)  jika probabilitas uji F> 0,05 maka Ho diterima dan Ha ditolak 
3.4.4.2 Uji Koefisien Determinasi (Adj R Square) 
Uji koefisien determinasi ditunjukan untuk melihat seberapa 
besar kemampuan variabel independent menjelakan variasi variabel 
dependenyaitu tingkat inklusi keuangan. Nilai koefisien determinasi 
yang biasa dipakai adalah adjusted R square.  
3.4.4.3 Uji secara Parsial (Uji t) 
Hipotesis dengan uji t digunakan untuk mengetahui apakah 
variabel bebas memiliki pengaruh signifikan atau tidak dengan 
variabel terikat secara individu atau parsial untuk setiap variabel. 
Hipotesis; 
 uji t untuk variabel perubahan tingkat pendapatan 






















Ho; β1 = 0, nilai perubahan tingkat pendapatan 
perkapita masyarakat tidak berpengaruh secara 
parsial terhadap indeks inklusi keuangan 
Ha; β1 ≠ 0, tingkat pendapatan perkapita 
masyarakatberpengaruh secara parsial terhadap 
inklusi keuangan 
 uji t untuk variabel tingkat pendidikan masyarakat ( jenjang 
SMP/sederajat) 
Ho; β2 = 0, tingkat pendidikan SMP/sederajat  yang 
ditamtakan masyarakat tidak berpengaruh secara 
parsial terhadap inklusi keuangan 
Ha; β2 ≠ 0, tingkat pendidikan SMP/sederajat yang 
ditamatkan masyarakat berpengaruh secara 
parsial terhadap inklusi keuangan 
 uji t untuk variabel tingkat pendidikan masyarakat ( jenjang 
SMA/sederajat ke atas) 
Ho; β3 = 0, tingkat pendidikan SMA/sederajat ke atas 
yang ditamtakan masyarakat tidak berpengaruh 
secara parsial terhadap inklusi keuangan 
Ha; β3 ≠ 0, tingkat pendidikan SMA/sederajat ke atas 
yang ditamatkan masyarakat berpengaruh secara 
parsial terhadap inklusi keuangan 
 uji t untuk variabel perkembangan populasi 
Ho; β4 = 0 , perkembangan populasi tidak berpengaruh 






















Ha; β4 ≠ 0, perkembangan populasi berpengaruh 
secara parsial terhadap inklusi keuangan.  
 uji t untuk variabel ketimpangan pendapatan  
Ho; β5 = 0, ketimpangan pendapatan tidak 
berpengaruh secara parsial terhadap inklusi 
keuangan 
Ha; β5 ≠ 0, ketimpangan pendapatan berpengaruh 
secara parsial terhadap inklusi keuangan.  
 uji t untuk variabel Kantor Cabang Bank  
Ho; β6 = 0, Kantor Cabang Bank tidak berpengaruh 
secara parsial terhadap inklusi keuangan 
Ha; β6 ≠ 0, Kantor Cabang Bank berpengaruh secara 
parsial terhadap inklusi keuangan 
 uji t untuk variabel ATM 
Ho; β7 = 0, ATM tidak berpengaruh secara parsial 
terhadap inklusi keuangan 
Ha; β7 ≠ 0, ATM berpengaruh secara parsial terhadap 
indeks inklusi keuangan 
 uji t untuk variabel penggunaan internet  
Ho; β8 = 0, penggunaan internet tidak berpengaruh 
secara parsial terhadap inklusi keuangan  
Ha; β8 ≠ 0, pengguna internet berpengaruh secara 
parsial terhadap indeks inklusi keuangan 






















Ho; β9 = 0, penggunaan telpon seluler tidak 
berpengaruh secara parsial terhadap inklusi 
keuangan 
Ha;  β9 ≠ 0, penggunaan telpon seluler berpengaruh 
secara parsial terhadap indeks inklusi keuangan 
 
Dasar pengambilan keputusan  
1) Jika nilai probabilitas < 0,05 , maka Ho ditolak dan Ha 
diterima 

























HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
4.1 HASIL 
Tabel 4.1  akan mendeskripsikan secara singkat  terkait data-data variable 
yang digunakan dalam penelitian. 
Tabel 4.1: Deskripsi Secara Statistik Data Penelitian  
Variabel  Mean  Median Max Min Stdv Obs 
FI 0.5904 0.556785 1 0.30023 0.149472 132 
GDP/kapita 
(ribu rupiah) 
35228.4 26752.47 142892.2 10030.98 28373.52 132 
EDUSMP(%) 35.815  30.4500 67.9700 19.460 12.3205 132 
EDUSMA(%) 41.877  40.2500 66.3000 25.790 9.4553 132 
INEQUALITY 0.3750 0.3720 0.4590 0.2880 0.0394 132 
POP (%) 1.98 2.11 5.03 -12.6 1.45 132 
BRCH 29.177 1.7450 864.45 0.1755 145.12 132 
ATM 837.567 19.0947 28127.59 1.6519 4282.582 132 
INTRNT (%) 16.1730 14.6250 46.6300 5.2500 7.4529 132 
PHONE (%) 50.6898 50.1300 76.9300 23.9700 10.2229 132 
 
Sumber: Eviews, 2018 
Dari tabel 4.1 terlihat beberapa ringkasan deskriptif data meliputi nilai rata-
rata hingga nilai maximum dan minimum data yang dapat digunakan sebagai 
gambaran secara ringkas. Serta jumlah observasi yang digunaan dalam 
penelitian ini, dimana jumlah seluruh data yang digunakan adalah sebanyak 132 





















Pada tabel 4.1 dapat dilihat bahwa nilai rata-rata indeks iklusi keuangan 
secara keseluruhan data pada seluruh provinsi di Indonesia berada pada nilai 
0.590365. Yang berarti berdasarkan beberapa literature, kriteria indikasi inklusi 
keuangan digolongkan middle  jika nilai indeks inklusi keuangan berada pada 
range kurang dari 0.6. Secara umum dapat dilihat bahwa data indeks inklusi 
keuangan nilai maksimumnya sebesar 1 yang artinya terdapat suatu wilayah 
provinsi di indonesia yang di indikasi memilki tingkat inklusifitas layanan sistem 
keuangan yang sangat tinggi. Sedangkan Nilai minimum mengindikasikan 
terdapat suatu provinsi di Indonesia yang memiliki indeks inklusifitas layanan 
sistem keuangan yang paling rendah dibandingkan dengan wilayah provinsi 
lainya di Indoensia. 
Dari hasil deskripsi data-data yangdigunakan pada table 4.1 terlihat bahwa 
tingkat standar deviasi dari beberapa variabel seperti GDP per kapita, BRCH, 
dan ATM sangat tinggi. Hal ini membuat model yang digunakan dalam penelitian 
mengalami transformasi pada beberapa variabel untuk mengurangi tingkat 
keberagaman variance data. 
4.1.1 Hasil Perhitungan Indeks Inklusi Keuangan 
Perlu diketahui bahwa dalam hasil perhitungan indeks inklusi keuangan 
ini, data maksimum dari setiap dimensi tidak dapat digunakan sebagai nilai 
batas atas (Mi) dalam perhitungan nilai masing-masing dimensi. Pasalnya 
nilai maksimum dari data indikator setiap dimensi merupakan data yang 
outlier. Hasil perhitungan komponen Mi yang telah di normalisasikan dengan 
menggambil nilai maksimum dari 90% kelompok data indikator masing-










































1/16 0 4,167 
ATM 15/16 0 70,13 
Usage (d3) 1 
Kredit/PDRB ½ 0 39,10% 
DPK/PDRB ½ 0 45,10% 
 
Sumber: Microsoft excel, 2018 
*Ket: w (indikator d2; d3) = 
             
                          
; 
                    
                 
 
 
Seperti yang sudah dijelaskan diawal, terkait penentuan bobot 
setiap dimensi. Menghitung indeks inklusi keuangan berlandaskan 
pada penelitian yang dilakukan oleh Sarma (2012). Dalam artikel 
Sarma, keputusan dalam pemberian bobot dimensi hanya berdasarkan 
pada seberapa penting nilai suatu dimensi dapat berkontribusi 
terhadap pembentukan nilai indeks inklusi keuangan. 
Sedangkan penentuan nilai m0 ditetapkan bernilai 0. Berdasarkan 
hasil penulisan Sarma (2012), dimana titik terburuk dari kondisi setiap 
dmensi adalah harusnya 0. 
Table 4.2 menyajikan hasil perhitungan nilai maksimum dari 
masing-masing indeks yang nantinya akan digunakan untuk 
membentuk nilai single value indeks inklusi keuangan.  
Nilai Mi untuk dimensi aksesibilitas yang diproksikan oleh jumlah 
rekening/1000 populasi dewasa sebesar 1231.97 artinya bahwa nilai 
tertinggi kepemilikan akun rekening di suatu daerah berdasarkan 





















setiap orang dewasa dalam daerah tersebut atau dapat dikatakan, nilai 
maksimum kepemilikan rekening di suatu wilayah provinsi di Indonesia 
hanya terdapat 1 rekening akun bank saja untuk setiap orang dewasa. 
Selanjutnya dimensi availiabilitas yang dimana nilai Mi untuk 
kantor cabang bank/100.000 populasi dewasa hanya sebesar 4,2 
kantor  cabang perbankan umum konvensional yang tersedia untuk 
setiap 100.000 populasi dewasa di suatu wilayah berdasarkan 
kecenderungan 90% kelompok data. Atau dengan kata lain terdapat 1 
kantor cabang bank untuk 25.000 orang dewasa di suatu provinsi di 
Indonesia. Sedangkan untuk Mi indikator ATM sebesar 70 outlet yang 
tersedia unutk setiap 100.000 populasi dewasa. Atau dengan kata lain 
terdapat 1 outlet ATM untuk 1.428 populasi dewasa di suatu provinsi di 
Indonesia. Pembobotan indikator ATM dan cabang bank yang mana 
merupakan hasil perhitungan rasio rata-rata ATM per cabang bank 
menunjukan bahwa rata-rata sebanyak 15 ATM untuk 1 Kantor cabang 
bank. 
Yang terakhir adalah dimensi usage yang diproksikan oleh porsi 
kredit per PDRB dan DPK masing-masing provinsi. Nilai Mi sebesar 
39,10%. Artinya nilai total penyaluran kredit maksimal berdasarkan 
kecendrungan 90% kelompok data seluruh provinsi di indonesia, porsi 
penyaluran kredit hanya sebesar 39%  dari PDRB. Sedangkan untuk 
volume penghimpunan DPK, nilai maksimum suatu provinsi di 
Indonesia sebesar 45,10% dari total PDRB. Nilai penyebaran 
penggunaan produk perbankan tersebut masih kurang dari 50% dari 
nilai  PDRB secara rata-rata. Inidkasi rasio rata-rata kredit/DPK yaitu 
sebesar ½. Dimana nilai penghimpunan DPK dan penyaluran kredit 





















Tabel 4.3: Hasil Perhitungan Indeks Inklusi keuangan Tingkat Provinsi 









1 _ACEH 0,431 0,527 0,572 0,627 0,539 20 
2 _SUMUT 0,581 0,671 0,729 0,757 0,685 6 
3 _SUMBAR 0,471 0,549 0,581 0,620 0,555 17 
4 _RIAU 0,403 0,476 0,523 0,551 0,488 27 
5 _JAMBI 0,389 0,478 0,518 0,552 0,484 28 
6 _SUMSEL 0,434 0,508 0,543 0,568 0,513 24 
7 _BENGKULU 0,454 0,524 0,568 0,620 0,542 19 
8 _LAMPUNG 0,300 0,365 0,387 0,418 0,367 33 
9 _KEP_BANGKA 0,459 0,536 0,579 0,615 0,547 18 
10 _KEP_RIAU 0,758 0,818 0,812 0,809 0,799 4 
11 _DKI 1 1 1 1 1,000 1 
12 _JABAR 0,476 0,570 0,623 0,652 0,580 14 
13 _JATENG 0,419 0,505 0,553 0,584 0,515 23 
14 _DIY 0,733 0,831 0,886 0,915 0,842 3 
15 _JATIM 0,461 0,558 0,616 0,647 0,570 15 
16 _BANTEN 0,556 0,664 0,727 0,754 0,675 9 
17 _BALI 0,791 0,874 0,889 0,898 0,863 2 
18 _NTB 0,362 0,447 0,513 0,535 0,464 31 
19 _NTT 0,418 0,506 0,551 0,605 0,520 21 
20 _KALBAR 0,484 0,576 0,627 0,686 0,593 13 
21 _KALTENG 0,418 0,492 0,527 0,555 0,498 25 
22 _KALSEL 0,561 0,666 0,726 0,776 0,682 7 
23 _KALTIM 0,618 0,697 0,755 0,751 0,705 5 
24 _SULUT 0,513 0,677 0,746 0,789 0,681 8 
25 _SULTENG 0,443 0,451 0,490 0,534 0,480 29 
26 _SULSEL 0,527 0,636 0,692 0,740 0,649 10 
27 _SULTENGGARA 0,464 0,469 0,489 0,531 0,488 26 
28 _GORONTALO 0,365 0,466 0,490 0,541 0,465 30 
29 _SULBAR 0,387 0,426 0,340 0,366 0,380 32 
30 _MALUKU 0,452 0,535 0,615 0,663 0,566 16 
31 _MALUKU_UTR 0,443 0,528 0,522 0,578 0,518 22 
32 _PAPUA_BRT 0,545 0,655 0,617 0,638 0,614 11 
33 _PAPUA 0,520 0,604 0,638 0,686 0,612 12 
 RATA-RATA  0,504 0,584 0,619 0,653   
 





















Dengan menggunakan metode perhitungan indeks inklusi keuangan 
yang dikembangkan oleh Sarma (2012), dalam penelitian ini berhasil 
menghitung besaran indeks inklusi keuangan seluruh provinsi di Indonesia. 
Hasilnya menunjukan bahwa DKI Jakarta memiliki rata-rata nilai indeks 
inklusi keuangan paling tinggi diantara provinsi lainya di Indonesia. Dengan 
nilai indeks inklusi keuangan rata-rata sebesar 1 yang bisa dikatakan 
sebagai indikasi keinklusifan layanan keuangan sempurna.Ini dikarenakan 
nilai-nilai dari indikator penyusun indeks inklusi keuangan DKI Jakarta 
merupakan yang tertinggi diantara provinsi-provinsi lainya di Indonesia. Data 
dari semua indikator indeks inklusi keuangan DKI Jakarta merupakan data 
outlier tertinggi. Sehingga wajar saja jika nilai indeks inklusi keuangan DKI 
Jakarta sangat tinggi. 
Bertentangan dengan indikasi inklusi keuangan di wilayah Papua yang 
dikategorikan high financial inclusion  berdasarkan hasil perhitungan data-
data makro perbankan. Dimana masing indikator inklusi keuangan dihitung 
berdasarkan jumlah populasi dewasa di suatu wilayah. Berdasarkan data 
tersebut wilayaha papua mimiliki jumlah populasi dewasa yang rendah 
sedangkan data jumlah  infrastruktur dan  produk keuangan cenderung lebih 
tinggi dari jumlah penduduk. Hal in menjadi sebuah kelemahan dalam 
menggunakan data makro perbankan dimana indikasi double account, 
konsentrasi penyaluran produk keuangan masih belum bisa diakomodir 
dalam perhitungan indeks inklsi keuangan pada penelitian ini. 
Secara umum penjelasan mengenai indeks inklusi keuangan dapat 
dikelompokan dalam 3 kelompok provinsi. Dimana kelompok provinsi yang 
memilki nilai indeks inklusi kuangan >0.6 tergolong dalam daerah indikasi 





















Jakarta, Bali, DI Yogyakarta, Kep. Riau, Kalimantan Timur, Sumatra Utara, 
Kalimantan Selatan, Sulawesi utara, Banten, Sulawesi selatan, papua Barat, 
dan diposisi terakhir ada provinsi Papua  
Sedangkan pada kelompok middle, dimana indikasi indeks inklusi 
keuangan berada pada kisaran 0,3 hingga kurang dari 0,6. Provinsi yang 
berada dalam kelompok ini yaitu; Kalimantan Barat, Jawa Barat, Jawa Timur, 
Maluku, Sumatra Barat, Kep. Banka Belitung, Bengkulu, Aceh, NTT, Maluku 
Utara,Jawa tengah, Sumatra Selatan, Kalimantan Tengah, Sulawesi 
Tenggara, Riau, Jambi, Sulawesi Tengah, Gorontalo, NTB, Sulawesi Barat, 
Lampung.  
Untuk kelompok kategori Low indeks inklusi keuangan, dimana nilai 
indeks inklusi keuangan berada dibawah 0,3. Untuk provinsi-provinsi di 
seluruh Indonesia tidak ada yang masuk kategori low indeks inklusi 
keuangan.  
Berdasarkan survey nasional literasi dan indeks inklusi keuangan di 
indonesia yang dilakukan oleh OJK pada tahun 2016. Dimana terjadi 
peningkatan indeks inklusi keuangan di indonesia yang pada tahun 2013 
sebesar 59,7% menjadi 67,8% untuk indikasi inklusi keuangan di Indonesia. 
Hal ini sejalan dengan hasil perhitungan penulis, dimana secara rata-rata 
sebagian besar tingat inklusi keuangan di provinsi-provinsi Indonesia berada 
pada golongan High financial Inclusion  dengan rata rata 0.640 atau 64 % 
untuk 12 provinsi kategori High Indeks Inclusion. Sisanya hanya sebanyak 
21 provinsi di indonesia yang termasuk dalam kategori medium Financial 
Inclusion Indeks dengan rata-rata 0.457 atau 45,7%.  
Jika dirata-ratakan secara keseluruhan, hasil perhitungan indeks inklusi 





















dibandingkan dengan hasil survey OJK untuk tahun 2013 sebesar 59,7% 
nilai tersebut hampir mirip dengan selisih 1% saja. Karena keterbatasan data 
sehingga perhitungan indeks inklusi keuangan tidak bisa dihitung untuk 
tahun 2016.  
Namun pola hasil perhitungan data indeks inklusi keuangan per provinsi 
dipastikan mengalami peningkatan secara terus menerus dari tahun ke 
tahun. Artinya, dimana jika suatu daerah diindikasikan tingginya indeks  
inklusi keuangan menunjukan bahwa kegiatan sektor keuangan mulai dari 
keterjangkauan layanan, ketersediaan akses hingga penggunaan produk-
produk keuangan di daerah tersebut sudah sangat baik menjangkau 
masyarakat. 
 
4.1.2 Hasil Uji Pemilihan Model Terbaik 




  PERSAMAAN 
  1 2 3 4 
LIKELIHOOD 



























































Dari hasil pemilihan model terbaik diatas, semua persamaan terbaik yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah persamaan dengan model FIX efek. 
Dikarenakan pada hasil output likelihood test yang membandingkan antara 
model common efek dengan model fix efek, nilai p-value dari Cross-section 
Chi-square kurang dari alfa 0,05 maka kesimpulan yang diambil adalah  
menolak H0 yang artinya model fix adalah model terbaik dibandingkan 
dengan model common efek. Selanjutnya pada uji pemilihan model fix efek 
dibandingkan random efek dengan hausman test, menghasilkan nilai p-value 
yang lebih kecil dari alfa 0,05. Kesimpulan akhir dari semua pemilihan model 
terbaik, bahwa model fix efek tetap menjadi model terbaik dibandingkan 
random efek. Oleh sebab itu seterusnya dalam penelitian ini akan 
menggunakan regresi data panel dengan model fix efek.   
 
4.1.3 Hasil Pengujian Asumsi Klasik 




1 2 3 4 
NORMALITAS Normal  Normal  Normal  Normal  










HETEROSKEDASTISITAS Ada Ada  ada ada  
 
Sumber: Eviews, 2018 
*Ket: output lengkap dari eviws dapat diliat dibagian lampiran  
 
Dalam penelitian ini mengabaikan masalah autokorelasi berdasarkan 
beberapa refrensi seperti yang dikemukaan oleh Ekananda (2016) bahwa 
estimator regresi panel data adalah persamaan yang tidak bias dan 





















OLS). Regresi panel data mengasumsikan adanya kondisi heterogenitas 
antar persamaan dan memperhatikan adanya struktur residu yang berbeda 
antar persamaan. Didukung pula oleh Nacrowi dan Usman (2006), dimana 
pada model FE masalah autokorelasi dapat diabaikan karena tidak 
membutuhkan asumsi terbebasnya  model dari serial korelasi. Selain itu 
Gujarati (2012) juga mengatakan hal serupa, dimana pada permodelan data 
panel, korelasi antar waktu dalam variabel sangat tidak dimungkinkan terjadi.  
Hasil dari pengujian asumsi klasik pada panel data dalam penelitian ini 
menunjukan bahwa terdapat permasalahan asumsi klasik dalam 
pembentukan model penelitian. Sehingga model awal tidak dapat digunakan 
untuk melanjutkan analisis. Permodelan akan diperbaiki terlebih dahulu 
untuk menghasilkan estimasi yang bersifat BLUE dan bebas dari masalah 
asumsi klasik tersebut. Sehingga hasil analisis tidak bersifat lancung. 
Permasalahan heteroskedastisitas terjadi pada semua persamaan 
diketahui dari hasil uji glejser. Untuk itu, penanganan dalam regresi data 
penel untuk semua persamaan dilakukan dengan menggunakan metode 
GLS dalam hal ini digunakan metode White Heteroscedasticity Consisten 
Coefficient Covariance yakni dengan melakukan koreksi terhadap standar 






















4.1.4 Hasil Uji Statistik Data Panel 
Tabel 4.6: Ringkasan Hasil Estimasi Panel Data  
HASIL ESTIMASI 
TAHUN 2012-2015 















        































































- - - 
0.015859 
(0.0001)*** 
R^2 0.932436 0.938832 0.931276 0.939059 
ADJUSTED R^2 0.90483 0.913838 0.903195 0.914159 
F-TES 33.77578 37.56317 33.16401 37.71246 
PROB F STAT 0 0 0 0 
 Mean dependent var -0.557454 -0.557454 -0.557454 -0.557454 
 S.D. dependent var 0.246442 0.246442 0.246442 0.246442 
 Akaike info criterion -2.074763 -2.174207 -2.05773 -2.177932 
Schwarz criterion -1.223026 -1.32247 -1.205993 -1.326195 
 Hannan-Quinn criter. -1.728656 -1.8281 -1.711623 -1.831825 
DURBIN WATSON 1.293829 1.323896 1.412974 1.573927 




*Signifikan pada level 10% 
** signifikan pada level 5% 






















 Berdasarkan penelitian Sarma dan Pais (2011), sebelum dilakukan 
pengujian regresi, terlebih dahulu nilai indeks inklusi keuangan  harus di 
transformasi. Hal ini dikarenakan pada mulanya nilai indeks hanya berkisar 
pada range 0 dan 1, dengan dilakukan transformasi akan membuat nilai 
indeks berada diantara –x dan x. hal ini diperbolehkan dalam regresi OLS. 
Selain itu nilai variabel GDP per kapita juga dilakukan transformasi 
logaritma  seperti dalam penelitian Park dan Mercado (2015), Allen et al., 
(2016), D-W. Kim et al., dll. Dimana tujuan transformasi adalah untuk 
menyederhanakan data gdp per kapita. Transformasi logaritma digunakan 
untuk melihat elastisitas variabel yang bernilai besar agar nilainya menajdi 
tidak terlalu jauh berbeda dengan nilai variabel lainya.  Menurut Gujarati 
(2012), jika regresor berbentuk logaritma, koefisiennya mengukur tingkat 
perubahan absolut  pada regresan untuk persentase perubahan pada 
regresor.   
Tranformasi pada data BRCH dan ATM juga dilakukan dalam penelitian 
ini. Ditransformasi terkait karakteristk data yang cenderung terdistribusi tidak 
normal .  
Selanjutnya, alasan terkait pemisahan model menjadi empat 
persamaan, dikarenakan; pertama terdapat mulitikolinearitas yang tinggi 
antar variabel BRCH, ATM, INTRNT dan PHONE yang emnggambarkan 
variabel keterjangakauan layanan keuangan, oleh karenanya untuk 
mendapatkan hasil estimasi yang efisien maka variabel-variabel yang 
diindikasi saling berkorelasi dipisahkan. Kedua, jika menggabungkan semua 
variabel independen dalam satu persamaan maka estimasi menjadi bias dan 
tidak efisien, lantaran sebanyak 9 variabel  dalam satu persamaan bias 





















4.2 PENGUJIAN HIPOTESIS 
4.2.1 Hasil Uji Hipotesis F-Test 
Dari hasil output regresi data panel dengan model fix efek pada table 4.6, 
dapat dilihat bahwa nilai probabilitas F-test untuk semua persamaan sebesar 
0,000. Dimana nilai tersebut lebih kecil dari alfa 0,05.  Berdasarkan hipotesis 
dan dasar pengambilan keputusan, maka dalam hal ini memberikan 
kesimpulan bahwa hasil uji F tes menolak H0 dan menerima Ha. Yang artinya 
secara bersama-sama semua variable independen dalam masing-masing 
persamaan, dalam hal ini tingkat pendapatan masyarakat, jenjang pendidikan 
SMP dan SMA yang telah ditamatkan, jumlah populasi, tingkat ketimpangan 
pendapatan, jumlah kantor cabang bank (1), jumlah outlet ATM (2), jumlah 
pengguna internet (3) dan perkembangan jumlah pengguna telpon seluler (4) 
memilki pengaruh secara simultan terhadap variasi nilai variable dependen 
yang mana dalam penelitian ini adalah varaibel inklusi keuangan.  
 
4.2.2 Hasil Uji Koefisien Determinasi (adj. R sq) 
Nilai adjusted R sq. dari semua hasil output persamaan regresi data 
panel diatas rata-rata diatas 90%. Nilai adjusted R sq masing-masing 
persamaan diatas yakni 0.90483, 0.913838, 0.903195, 0.914159 Yang  
artinya masing-masing persamaan secara berurutan bahwa sekitar 90,48%, 
total variasi dari nilai inklusi keuangan dapat dijelaskan oleh variable tingkat 
pendapatan, jenjang pendidikan tingkat SMP dan SMA yang ditamatkan, 
jumlah populasi, tingkat ketimpangan pendapatan masyarakat dan kantor 






















Selanjutnya pada persamaan (2) Nilai adjusted R sq sebesar 0.9138. 
yang berarti bahwa sekitar 91,38%, total variasi dari nilai inklusi keuangan 
dapat dijelaskan oleh variable tingkat pendapatan, jenjang pendidikan tingkat 
SMP dan SMA yang ditamatkan, jumlah populasi, tingkat ketimpangan 
pendapatan masyarakat dan outlet ATM, Sisanya sebesar kurang lebih 
8,62% dijelaskan oleh variable error.  
Pada persamaan (3), nilai adjusted R sq sebesar 0.9031. yang berarti 
bahwa sekitar 90,31%, total variasi dari nilai inklusi keuangan dapat 
dijelaskan oleh variable tingkat pendapatan, jenjang pendidikan tingkat SMP 
dan SMA yang ditamatkan, jumlah populasi, tingkat ketimpangan pendapatan 
masyarakat dan pengguna internet. Sisanya sebesar kurang lebih 9,69% 
dijelaskan oleh variable error. 
Nilai adjusted R sq untuk persamaan (4) yakni sebesar 0.9247. Artinya 
sekitar 92,47% variasi dari nilai inklusi keuangan dapat dijelaskan oleh 
variable tingkat pendapatan, jenjang pendidikan tingkat SMP dan SMA yang 
ditamatkan, jumlah populasi, tingkat ketimpangan pendapatan masyarakat 
dan pengguna telpon seluler. Sisanya sebesar kurang lebih 7,53% dijelaskan 
oleh variable error. 
 
4.2.3 Hasil Uji t (Pengujian Secara Parsial ) 
Hasil uji t akan menjelaskan terkait seberapa besar pengaruh masing-
masing variable independen dapat mempengaruhi nilai varaibel dependenya. 
Dari hasil output regresi panel data dengan model fix efek pada table 6.4, 





















 Variable pendapatan perkapita. Untuk masing-masing persamaan nilai 
probabilitas t statistik variabel pendapatan perkapita sebesar 0.000, 
0.0001, 0.00017 dan pada persamaan terakhir 0.0296. Dengan  nilai alfa 
5% maka variable GDP memilki pengaruh sigifikan di semua persamaan 
terhadap variasi nilai inklusi keuangan di Indonesia. Karena nilai koefisien 
GDP positif maka semakin tinggi nilai GDP semakin tinggi pula nilai 
Inklusi Keuangan di indoensia. 
 Tingkat pendidikan SMP. Nilai probabilitas t- statsitik dari variable EDUSMP 
pada masing-masing persamaan sebesar 0.3561, 0.319, 0.2772, dan 
pada persamaan ke-4 nilai p-valuenya sebesar 0.1223. . Dimana  nilai 
probabilitas tersebut  lebih besar dari alfa 5%. Artinya variable EDUSMP 
tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat inklusi keuangan di 
indoensia.  
 Berbeda dengan hasil uji parsial Tingkat pendidikan jenjang 
SMA/sederajat ke atas  Nilai probabilitas t- statsitik dari variable EDUSMA 
pada masing-masing persamaan sebesar 0.0487, 0.0162, 0.0186, dan 
pada persamaan ke-4 nilai p-valuenya sebesar 0.000. . Dimana  nilai 
probabilitas tersebut  kurang dari alfa 5%. Artinya variable EDUSMA 
berpengaruh signifikan terhadap tingkat inklusi keuangan di indoensia.  
 Variable perkembangan jumlah Populasi. Nilai probabilitas t- statsitik dari 
variable POP di masing-masing persamaan sebesar 0.1037, 0.5719, 
0.7628, dan persamaan terakhir nilai p-valuenya sebesar 0.4554. Dimana  
nilai probabilitas tersebut  lebih besar dari alfa 5%. Artinya variable POP 






















 Sama halnya dengan variabel populasi, Variable ketimpangan 
pendapatan pun dalam semua persamaan tidak signifikan 
memepengaruhi inklusi keuangan secara parsial. Nilai probabilitas t-
statsitik dari variable INEQUALITY di masing-masing persamaan secaar 
berurutan sebesar 0.2218, 0.2557. 0,5919, dan 0.899. Dimana  nilai 
probabilitas tersebut  lebih besar dari alfa 5%. Artinya variable 
INEQUALITY tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat inklusi 
keuangan di indonesia 
 Variable Kantor Cabang Bank. Nilai probabilitas t statistik variable kantor 
cabang bank sebesar 0,0428 lebih kecil dari  nilai alfa 5% maka variable 
BRCH memilki pengaruh sigifikan terhadap variasi nilai inklusi keuangan 
di Indonesia. Karena nilai koefisien BRCH positif maka semakin banyak 
kantor cabang bank semakin tinggi pula nilai Inklusi Keuangan di 
indoensia. 
 Variable outlet ATM. Nilai probabilitas t-statistik variable ATM sebesar 
0,0004 lebih kecil dari  nilai alfa 5% maka variable ATM memilki pengaruh 
sigifikan terhadap variasi nilai inklusi keuangan di Indonesia. Karena nilai 
koefisien ATM positif maka semakin banyak jumlah ATM semakin tinggi 
pula nilai Inklusi Keuangan di indoensia. 
 Variable Pengguna Internet. Nilai probabilitas t-statsitik dari variable 
IINTRNT sebesar 0.0948. Dimana nilai probabilitas tersebut kurang dari 
alfa 10%. Artinya variable INTRNT berpengaruh signifikan terhadap 
tingkat inklusi keuangan di Indoensia. Dengan nilai koefisien yang positif 
berarti bahwa arah pengaruh yang berikan variabel INTRT terhadap 
tingkat inklusi kuangan adalah positif. Dimana semakin tinggi penggunaan 





















 Variable Penggunaan Telpon Seluler. Nilai probabilitas t-statistik variable 
phone sebesar 0.0001 lebih kecil dari  nilai alfa 5% maka variable 
Penggunaan Telpon Seluler memilki pengaruh sigifikan terhadap variasi 
nilai inklusi keuangan di Indonesia. Nilai koefisien penggunaan telpon 
seluler positif maka semakin tinggi penggunaan telpon seluler semakin 
tinggi pula nilai inklusi keuangan di Indoensia. 
 
4.3 PEMBAHASAN 
 Variabel GDP per Kpita  
Dari hasil output regresi panel data pada table 4.6 memberikan hasil 
bahwa tingkat pendapatan perkapita masyarakat sangat mempengaruhi 
peningkatan inklusi keuangan secara parsial di seluruh provinsi Indonesia. 
Hal ini dilihat dari hasil output regresi data panel. Dimana dalam semua 
persamaan, variabel GDP per kapita sangat signifikan mempengaruhi inklusi 
keuangan. 
Indikasi semakin tingginya tingkat pendapatan perkapita masyarakat 
akan menurunkan profil risiko yang dapat menghambat masyarakat dalam 
mengakses layanan keuangan, sehingga peluang masyarakat yang 
berpendapatan tinggi untuk mengakses layanan keuangan semakin besar. 
Selain  itu dengan semakin tingginya pendapatan perkapita masyarakat, 
kesempatan untuk menabung dan menumbuhkan investasi melalui lembaga 
keuangan formal juga semakin besar. Hal ini tentunya jika berlanjut dalam 
jangka panjang akan meningkatkan roda perekonomian negara Indonesia.  
Didukung dengan gambar 4.1 yang memperlihatkan tren penggunaan 





















menggunakan produk-produk pelayanan dasar perbankan seperti transaksi 
belanja menggunakan kartu ATM dan kertu Kredit, dimana volume transaksi 
belanja masyarakat melalui produk keuangan yang ditawarkan perbankan 
semakin meningkat selama periode 2012 hingga 2015. Disisi  lain  
pendapatan perkapita masyarakat secara nasional juga mengalami tren 
yang meningkat. Ini membuktikan bahwa peningkatan pendapatan 
masyarakat akan mendorong peningkatan konsumsi masyarakat melalui 
metode pembayaran yang sudah disediakan perbakan.  
Gambar 4.1: Pergerakan PDRB Per Kapita Indonesia dan Volume 
Belanja Masyarakat Menggunakan Kartu Debet Serta 
Kartu Kredit Tahun 2012-2015 
 
Sumber : Bank Indonesia (data diolah), 2018 
Peningkatan pendapatan perkapita masyarakat akan mendorong 
peningkatan inklusi keuangan dari sisi demand yang artinya jika kemampuan 
masyarakat meningkat maka permintaan akan produk-produk keuangan juga 
akan meningkat seiring kebutuhan masyarakat tersebut, baik dalam hal 
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keuangan formal khususnya perbankan umum konvensional di Indonesia. 
Hal ini juga didukung oleh hasil Survey Financial Inclusion In Asia yang 
dilakukan oleh Asian Development Bank (2014), yang dengan jelas 
mengatakan bahwa untuk mengakses layanan keuangan sangat tidak 
mungkin tanpa meningkatkan kapabilitas atau kemampuan dari individu dan 
perusahaan untuk  mengakses ke-tingkat pendapatan yang lebih tinggi. Oleh 
sebab itu meningkatkan inklusi keuangan sangat berkaitan dengan dampak 
langsung dari kemampuan individu dan seberapa luas financial literate 
individu. 
Pada tahun 2010 berdasarkan World Bank Report, di Indonesia alasan 
utama masyarakat tidak dapat mengakses layanan keuangan dasar seperti 
tabungan adalah 79% masyarakat beralasan tidak memiliki cukup uang. Hal 
ini sangat mendukung adanya arah kebijakan yang berfokus meningkatkan 
kapabilitas individu seperti meningkatkan pendapatan masyarakat agar 
dapat menikmati layanan keuangan. selain produk dasar seperti tabungan, 
dalam hasil survey world bank tersebut juga terlihat bahwa sebanyak 22% 
masyarakat yang ditolak dalam mengajukan kredit oleh perbankan 
dikarenakan penilaian risiko individu kerena pendapatan yang rendah. 
Hal ini didukung oleh beberapa penelitian sebelumnya yang 
mengatakan bahwa tingkat pendapatan masyarakat signifikan 
mempengaruhi inklusi keuangan negara-negara sedang berkembang di Asia 
(Park dan Mercado, 2015), tidak hanya di Asia, penelitian yang dilakukan 
Demirguck-kunt et al. (2011) juga membuktikan bahwa pendapatan per 
kapita dapat meningkatkan inklusi keuangan. Dimana semakin tinggi tingkat 






















 Variabel Tingkat pendidikan (EDUSMP dan EDUSMA) 
Berbeda dengan hasil uji parsial Tingkat pendidikan jenjang 
SMA/sederajat ke atas  Nilai probabilitas t- statsitik dari variable EDUSMA 
pada masing-masing persamaan sebesar 0.0487, 0.0162, 0.0186, dan pada 
persamaan ke-4 nilai p-valuenya sebesar 0.000. . Dimana  nilai probabilitas 
tersebut  kurang dari alfa 5%. Artinya variable EDUSMA berpengaruh 
signifikan terhadap tingkat inklusi keuangan di. Semakin besar persentase 
populasi dewasa yang menamatkan tingkat pendidikan SMA ketas , maka 
semakin besar pengaruhnya terhadap peningkatan inklusi keuangan. Artinya 
semakin banyak populasi dewasa yang terindikasi menamatkan jenjang 
pendidikan pada tingkat SMA keatas maka peluang pengetahuan 
masyarakat tentang layanan keuangan akan semakin besar dan pada 
akhirnya akan mendorong masyarakat yang well educate menggunakan 
jasa-jasa keuangan khususnya di sektor keuangan formal. 
Sedangkan populasi dewasa yang hanya menamatkan jenjang 
pendidikan tingkat SMP tidak signifikan mempengaruhi inklusi keuangan.  
hal ini di dukung  dengan survey world bank, 2010 di Indonesia terkait 
improving access to financial services in Indonesia.  Dalam survey 
tersebut memperlihtakan komposisi kepemilikan akun keuangan di 

























Gambar 4.2: Persentase Kepemilikan Akun Bank berdasarkan Tingkat 
Pendidikan Di Indonesia Tahun 2010  
 
 
Dari gambar 4.2, terlihat bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan yang 
ditempuh masyarakat kemungkinan menggunakan ataupun memiliki akun 
keuangan semakin besar. Dapat diamati bahwa kepemilikan akun bank 
tertinggi adalah golongan masyarakat dengan jenjenag pendidikan 
SMA/sederajat keatas yang mencapai lebih dari 50% populasi masyarakat 
dewasa. 
Dari  berbagai penelitian menunjukan bahwa tingkat pendidikan populasi 
dewasa memang sangat mempengaruhi inklusi keuangan seperti dalam 
penelitian zinsdan weil (2016), namun pada penelitian  Allen et al., (2016) 
dan Fungacova (2014) hanya menemukan jenjang pendidikan secondary 
school signifikan mempengaruhi beberapa variabel penyusun inklusi 
keuangan seperti pembukaan akun rekening. Selain itu dalam penelitian 
Park dan Mercado (2015) menegaskan bahwa tingkat pendidikan dasar saja 





















yang berhasil ditamatkan oleh populasi dewasa tidak signifikan 
mempengaruhi inklusi keuangan negara berkembang di Asia. 
 
 Variabel Tingkat Ketimpangan Pendapatan Masyarakat 
Sedangkan Variable ketimpangan pendapatan dalam semua persamaan 
tidak signifikan memepengaruhi inklusi keuangan secara parsial. Artinya 
variable INEQUALITY tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat inklusi 
keuangan di Indonesia 
Sebagian besar penelitian terdahulu juga tidak menemukan pengaruh 
signifikan ketimpangan dengan peningkatan inklusi keuangan  seperti 
penelitian yang dilakukan oleh Babajide et al., tahun 2015. Didukung dengan 
penelitian Park dan Mercado dengan tahun penelitian yang sama, 
menemukan bahwa masih belum jelasnya pengaruh antara inklusi keuangan 
dengan tingkat ketimpangan pendapatan khususnya di Negara -Negara Asia 
yang sedang berkembang.  
Namun beberapa penelitian seperti Beck et al.,(2007) mengatakan 
bahwa adanya financial imperfections seperti informasi dan biaya transaksi 
keuangan menghalangi masyarakat miskin yang tidak memilki cukup syarat 
untuk mengakses layanan keuangan, sehingga layanan keuangan hanya 
bisa dinikmati oleh beberapa kalangan “kaya” saja dan mengakibatkan 
konsentrasi layanan keuangan dan tidakefisiennya alokasi dana-dana 
keuangan. Masalah-masalah seperti ini masih sangat banyak dijumpai di 
negara-negara berkembang seperti Indonesia. Oleh karennya dengan 
tingkat ketimpangan yang tinggi dimungkinkan akan mengurangi proses 
inklusi keuangan provinsi di seluruh Indonesia. Namun dalam penelitian ini 





















berdasarkan Beck et al., dimana beberapa peneliti terdahulu telah 
memprediksi bahwa kemungkinan hubungan ketimpangan dengan 
pembangunan layanan keuangan bersifat non-linear dan bergantung juga 
pada sejauh mana tingkat pembangunan ekonomi suatu negara.  
 
 Variabel Jumlah Populasi Dewasa 
Sama halnya dengan variabel ketimpangan pendapatan Variable 
perkembangan jumlah Populasi. Nilai probabilitas t- statsitik dari variable 
POP di masing-masing persamaan sebesar 0.1037, 0.5719, 0.7628, dan 
persamaan terakhir nilai p-valuenya sebesar 0.4554. Dimana  nilai 
probabilitas tersebut  lebih besar dari alfa 5%. Artinya variable POP tidak 
berpengaruh signifikan terhadap tingkat inklusi keuangan di indoensia.  
Hal ini dikarenakan masih banyak jumlah populasi yang hidup di daerah 
pedesaan yang jauh dari jangkauan layanan keuangan, sehingga masih 
belum bisa dijangkau untuk menjadi target pemasaran produk-produk 
layanan keuangan. Data BPS menunjukan persentase penduduk di 
indonesia sebagian besar berada di daerah pedesaan. Pada tahun 2010, 
50.21% penduduk indonesia berada di daerah pedesaan,sehingga kecil 
kemungkinan ditargetkan sebagai pangsa pasar produk keuangan. 
 
 Variabel Kantor Cabang Bank 
Nilai probabilitas t statistik variable kantor cabang bank sebesar 0,0428 
lebih kecil dari  nilai alfa 5% maka variable BRCH memilki pengaruh sigifikan 





















BRCH positif maka semakin banyak kantor cabang bank semakin tinggi pula 
nilai Inklusi Keuangan di Indonesia. 
Peningkatan jaringan kantor cabang bank khusunya bank umum 
konvensional, menjadi salah satu faktor yang dapat mendorong tingkat 
layanan keuangan kearah yang lebih inklusif dari sisi supplay atau 
penawaran layanan jasa keuangan. Semakin luas jangkauan layanan sistem 
keuangan, maka semakin besar peluang untuk menarik masyarakat untuk 
menggunakan layanan keuangan yang ditawarkan oleh lembaga-lembaga 
keuangan formal. Hal ini terjadi di Indonesia dimana jumlah kantor cabang 
bank yang meningkat, signifikan mempengaruhi tingkat inklusi keuangan. 
Penelitian sebelumnya juga memberikan kesimpulan serupa, yakni 
Cakravarty dan Pal (2013) yang menyarankan penetrasi geografi perbankan 
dengan perluasan kantor bank dan ATM sebagai dua kebijakan yang bisa 
ditargetkan untuk mempercepat peningkatan inlusi keuangan. 
Berdasarkan hasil penelitian Allen et all.,(2016) dalam permodelannya 
mengestimasi bahwa peningkatan cabang Bank dan penetrasi ATM dapat 
meningkatkan inklusi keuangan. hal ini di dukung oleh survey inklusi 
keuangan di Indonesia dimana salah satu hambatan masyarakat dalam 
mengakses layanan keuangan adalah masalah jarak tempuh yang cukup 
jauh untuk menggunakan fasilitas keuangan.  
Dengan semakin mudahnya keterjangkauan layanan keuangan akan 
mendorong masyarakat mengakses layanan keuangan terkait adanya 























 Variabel ATM 
Dari sisi penawaran jasa keuangan tidak hanya kantor cabang bank saja 
yang sangat signifikan mempengaruhi peningkatan inklusi keuangan, akan 
tetapi Variable outlet ATM dimana Nilai probabilitas t-statistik variable ATM 
sebesar 0,0004 lebih kecil dari  nilai alfa 5% maka variable ATM memilki 
pengaruh sigifikan terhadap variasi nilai inklusi keuangan di Indonesia. 
Karena nilai koefisien ATM positif maka semakin banyak jumlah ATM 
semakin tinggi pula nilai Inklusi Keuangan di indoensia. 
Peningkatan jaringan ATM juga turut mendorong inklusi keuangan di 
Indonesia. Hal ini dikarenakan dengan adanya peningkatan ketersediaan 
ATM akan memungkinkan kemudahan masyarakat dalam menjangkau 
layanan keuangan tanpa harus mendatangi kantor cabang bank. Melalui 
ATM saja masyarakat sudah dapat menggunakan layanan keuangan, hal ini 
sangat berkaitan dengan tingkat kepuasan masyarakat dalam mengakses 
layanan keuangan yang semakin memudahkan masyarakat. 
Namun berdasarkan hasil survey financial insight tahun 2016, bahwa 
masih banyaknya masyarakat yang terhambat akses keuangan lantaran 
ketidak terjangkaunya fisik infrastruktur keuangan seperti ATM dan Kantor 
cabang Bank. Berikut gambar terkait proksi hambatan masyarakat 

























Gambar 4.3: Proksi Keterjangkauan Akses Poin Layanan Lembaga  
Keuangan Tahun 2016 (persen) 
 
Sumber : Intermedia, 2016 
Terlihat dari gambar 4.3 berdasarkan hasil survey financial inclusion 
insights (2016) di Indonesia, alasan kebanyakan orang tidak menggunakan 
layanan keuangan lantaran ketidakterjangkauanya fisik bank. Sebanyak 79% 
masyarakat masih tidak mengetahui letak distribusi kantor agen-agen bank. 
Lebih  jauh lagi sebanyak 25% masyarakat mengakui jarak kantor bank 
terdekat 5 Km dari rumah mereka. Bahkan 23% mengatakan lokasi ATM   
setidaknya berjarak 5 Km juga dari tempat tinggal mereka.  
Hal ini menunjukan betapa pentingnya perluasan akses penetrasi 
geografi perbankan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat akan akses 
layanan keuangan.  
 
 Variabel Telpon Seluler  
Secara statistik Variable Penggunaan Telpon Seluler. Nilai probabilitas t-





















variable Penggunaan Telpon Seluler memilki pengaruh sigifikan terhadap 
rata-rata nilai inklusi keuangan di Indonesia. Nilai koefisien penggunaan 
telpon seluler positif maka semakin tinggi penggunaan telpon seluler 
semakin tinggi pula nilai inklusi keuangan di Indoensia. Selain penetrasi 
kantor cabang bank dan ATM, akses keuangan melalui telpon seluler yang 
bisa digunkan bahkan dari jenis telpon seluler non-andriod juga sangat 
penting untuk ditindaklanjuti sebagai channel lain dari perluasan akses 
keuangan. 
Dengan adanya penggunaan telepon seluler, diharapkan dapat 
dimanfaatkan oleh penyedia jasa layanan keuangan, sebagai 
pengembangan produk-produk keuangan yang lebih memudahkan 
masyarakat dalam menjangkau layanan keuangan khusunya layanan di 
sektor keuangan formal. Penggunaan telpon genggam dalam praktek 
penawaran jasa keuangan sudah diaplikasikan pada beberapa produk 
seperti mobile banking, yang diharapkan dapat mendorong perluasan 
layanan keuangan yang lebih luas lagi.  
Beberapa penelitian terdahulu mendukung adanya hal ini dalam suatu 
kebijakan peningkatan inklusi keuangan seperti, dalam penelitian Hannig 
And Jansen (2010), mengatakan bahwa telpon genggam merupakan 
channel yang dapat  membuka peluang untuk layanan keuangan paling 
dasar bagi masyarakat miskin. Pemanfaatan teknologi secara drastis dapat 
menurunkan biaya produksi dalam transaksi keuangan real-time, 
meningkatkan access point, mengurangi penggunaan uang cash  dan pada 
akhirnya akan menarik masyarakat yang sebelumnya tergolong unbanked. 
Di beberapa negara telah terbukti penggunaan telpon genggam dapat 





















meluncurkan layanan mobile payment, mengestimasi telah memilki 5,5 juta 
pengguna. 
 
 Variabel  Akses Internet 
Berbeda dengan akses initernet yang juga signifikan mempengaruhi 
inklusi keuangan  di Indonesia, namun dengan tingkat signfikansi yang 
rendah dan nilai koefisien paling rendah diantara variabel lainya, yang 
secara statistik, nilai probabilitas t-statsitik dari variable INTRNT sebesar 
0.0948. Dimana nilai probabilitas tersebut kurang dari alfa 10%. Artinya 
variable INTRNT berpengaruh signifikan terhadap tingkat inklusi keuangan di 
Indonesia. Dengan nilai koefisien yang positif,  berarti bahwa arah pengaruh 
yang berikan variabel INTRT terhadap tingkat inklusi kuangan adalah positif. 
Dimana semakin tinggi penggunaan internet semakin tinggi pula tingkat 
inklusi keuangan dapat dicapai.  
Namun bukti bahwa pengembangan teknologi dalam sektor keuangan di 
Indonesia belum sepenuhnya berhasil diterapkan akan tetapi diyakini dalam 
jangka panjang akan memberikan pengaruh signifikan terhadap inklusi 
keuangan di Indonesia. Pasalnya  dalam beberap kasus, penawaran layanan 
keuangan melalui internet masih tinggi akan risiko dan ketidakpercayaan 
masyarakat terhadap penggunaan produk keuangan berbasis internet. 
Rendahnya tingkat melek internet masyarakat juga mendukung kurang 
aplikatifnya penggunaan internet sebagai jalur peningkatan inklusi keuangan 
saat ini di indonesia.  Hal ini didukung oleh hasil survey  finansial inclusion 
insights pada tahun 2016 hanya sebesar 5% saja pengguna telpon genggam 





















Berikut akan disajikan gambaran persentase populasi dewasa pengguna 
terlpon genggam, persentase populasi dewasa yang bisa mengirim dan 
menerima pesan dari telpon genggam dan persentase populasi dewasa 
yang peduli akan penggunaan telpon genggam sebagai salah satu akses 
keuangan (mobile money) di Indonesia pada tahun 2014 dan 2015. 
Gambar 4.4: Persentase indikator Populasi Dewasa yang menggunakan 
layanan keuangan berbasis digital di Indonesia tahun 2014-
2015 
 
Sumber : financial inclusion.org, 2017 
Berdasarkan gambar 4.4 terlihat bahwa penggunaan layanan keuangan 
berbasis digital terus meningkat walaupun dalam porsi persentase yang 
masih kecil. Namun dalam survey financial insight mempelihatkan tren 
peningkatan penggunaan layanan keuangan digital berbasi telpon genggam 
sebagai salah satu channel untuk mempercepat proses inklusi keuangan di 
Indonesia. Dikarenakan akses terhadap telpon genggam sudah sangat 
menjamur di Indonesia, namun tidak diiringi dengan edukasi terkait 
pemanfaatan teknologi untuk keperluan layanan keuangan menjadi 





















mengkases layanan keuangan.  dengan potensi masyarakat yang sudah 
ada, seperti kebanyakan masyarakat sudah bisa mengerti dasar-dasar 
peggunaan telpon seluler akan memudahkan aplikasi atau edukasi terkait 
layanan keuangan seperti mobile banking ataupun internet banking. Produk 
keuangan seperti SMS-banking yang memberikan pelayanan keuangan 
dasar juga bisa di gunakan oleh masyarakat dengan jenis telpon seluler non-
android akan memberi banyak kemudahan dalam prakteknya. 
 
4.4 Implikasi Penelitian  
Berdasarkan hasil analisis yang ditemukan dalam penelitian ini dapat 
dimungkinkan bahwa beberapa faktor yang dapat mempengaruhi peningkatan 
inklusi keuangan di wilayah Indonesia adalah dengan mendorong kemapanan 
individu masyarakat baik dari sisi peningkatan pendapatan masyarakat dapat 
dilakukan dengan memperluas kesempatan kerja, sehingga masyarakat memilki 
tingkat pendapatan yang cukup untuk mengakses layanan keuangan dan dapat 
meminimalisir profil risiko yang mengahmbat masyarakat mengakses layanan 
keuangan.  
Selain itu, diharapkan pada masa yang akan datang dengan mengamati pola 
perilaku kegiatan perekonomian masyarakat terkhususnya dalam melibatkan 
jasa-jasa yang disediakan sektor keuangan mampu memberikan produk-produk 
keuangan sesuai kebutuhan masyarakat dengan biaya yang lebih  terjangkau 
bagi masyarakat. Sehingga dengan pendapatan masyarakat yang terbatas, 
masyarakat tetap dapat menggunakan jasa-jasa keuangan yang diaharapkan 
dapat meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat.  
Begitupun dengan kualitas masyarakat yang harusnya melek akan kegiatan-





















banyaknya masyarakat yang berhasil menamatkan jenjang pendidikan SMA 
sederajat keatas, maka semakin besar pula peluang masyarakat tersebut untuk 
menggunakan produk-produk keuangan. Selain  itu, dengan mengedukasikan 
masyarakat terkait kegiatan sektor keuangan merupakan hal yang harus 
dipertimbangankan sebagai langkah-langkah awal dalam mendorong inklusi 
keuangan. misalnya dengan mengadakan workshop atau memberikan edukasi 
dini kepada masyarakat agar terbiasa dengan penggunaan jasa-jasa keuangan 
khususnya di lembaga-lembaga formal.  
Implikasi lain yang dapat ditemukan dari hasil peenlitian ini adalah bahwa 
perluasan jangkauan infrastruktur yang dapat mendorong pelayanan jasa 
keuangan adalah dengan memperluas jangkauan BRCH, ATM, PHONE, dan 
Internet. Dapat dilihat bahwa dalam penelitian ini semua perhitungan banyaknya 
ATM yang beredar diberbagai wilayah dihitung dalam satu kesatuan yaitu 
dengan menganggap semua ATM perbankan yang tersebar dapat digunakan 
masyarakat sebagai jenis ATM kepemilkian Bank Umum Konvensional. Hal ini 
memberikan sebuah gambaran bahwa jika suatu saat ATM yang sudah tersebar 
di seluruh wilayah dapat digunakan oleh semua orang yang memilki ATM card 
dari bank-bank umum konvensional tanpa adanya segmentasi ATM berdasarkan 
kepemilikan masing-masing bank. Atau dengan artian bahwa makin banyaknya 
persebaran ATM bersama yang dapat digunakan oleh ATM card dari berbagai 
jenis bank secara bersama-sama, maka hal ini akan sangat baik dampaknya 
terhadap perluasan inklusi keuangan.   
Selanjutnya terkait perkembangan teknologi yang dapat memberikan 
layanan keuangan dengan mejangkau masyarakat tanpa harus membangun fisik 
infrastruktur perbankan yaitu dengan mengembangkan telpon seluler dan 





















masyarakat terkait penggunaan telpon seluler dan pemanfaatan akses internet 
untuk mengakses layanan keuangan sangat penting untuk diagendakan. 
Mengingat hambatan inklusi keuangan di indonesia sebagai negara dengan 
wilayah geografi yang cukup luas, maka pengembangan layanan keuangan 
berbasis teknologi akan sangat membantu masyarakat, industry perbankan, 
maupun stake holder terkait  dalam mendorong peningkatan inklusi keuangan 
dengan harapan dapat mengentaskan masalah kemiskinan dan ketimpangan 
pendapatan.  
Pemanfaatan telpon seluler sebagai channel untuk menyalurkan produk dan 
jasa keuangan yang sekarang telah berkembang dengan baik. Diantaranya 
penggunaan mobile banking  seperti produk dasar keuangan yang bisa diakses 
hanya dengan SMS-banking tanpa harus berada di kawasan yang memilki akses 
internet. Kedepannya diharapakn memperluas edukasi masyarakat terkait 

























KESIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1 KESIMPULAN 
Secara umum dapat diuraikan bahwa tingkat inklusi keuangan di indonesia 
sejak tahun 2012 hingga 2015 mengalami trend yang terus meningkat. Secara 
rata-rata sebagian besar provinsi di indonesia tergolong dalam kategori medium 
index of financial inclusion dan hanya 12 provinsi di Indonesia yang dikategorikan 
dalam kelompok high index of financial inclusion. Sebagian besar provinsi yang 
berada di Kawasan Timur Indonesia memiliki tingkat inklusi keuangan rata-rata 
yang masih rendah.   
Lebih lanjut, faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat inklusi keuangan di 
Indonesia antara lain peningkatan GDP per kapita, jenjang pendidikan yang 
ditamatkan oleh populasi dewasa pada tingkat SMA/ sederajat ke atas, perluasan 
jangkauan kantor cabang bank umum dan ATM, serta pemanfaatan teknologi 
seperti penggunaan telpon genggam dan pemanfaatan internet sebagai chanel 
baru untuk mendistribusikan produk jasa keuangan dapat mempercepat proses 
keinklusifan layanan keuangan di Indonesia. Sedangkan variabel jenjang 
pendidikan SMP/sederajat, ketimpangan pendapatan dan perkembangan jumlah 
populasi tidak memiliki pengaruh terhadap inklusi keuangan  seluruh provinsi di 
Indonesia.  
Variable pendapatan perkapita masyarakat sangat berpengaruh terhadap 






















pendapatan masyarakat, semakin besar pula kemampuan masyarakat untuk 
menikmati layanan keuangan yang ditawarkan. 
Begitu pula dengan tingkat pendidikan masyarakat, yang dimungkinkan 
menjadi penentu masyarakat dalam mempertimbangan penggunaan layanan 
keuangan dalam kegiatan ekonominya seiring dengan pengetahuan yang dimiliki. 
Tingkat pendidikan dimungkinkan mencerminkan pengetahuan masyarakat akan 
penggunaan, manfaat serta pengaruh layanan keuangan bagi kehidupan 
masyarakat. Semakin tinggi jenjang pendidikan yang ditamatkan masyarakat, 
dimungkinkan dapat meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia. Oleh sebab 
itu, tingkat pendidikan jenjang SMP/sederajat  tidak mempengaruhi inklusi 
keuangan dimungkinkan karena terlalu rendahnya jenjang pendidikan SMP untuk 
mengerti tentang layanan keuangan dan tidak cukupnya literasi masyarakat 
terkait layanan keuangan hanya dengan menamatkan tingkat pendidikan 
SMP/sederajat.  
 Selain itu variabel keterjangkauan akses sebagai supply layanan keuangan 
ke masyarakat didominasi oleh penyebaran ATM diikuti oleh persebaran kantor 
cabang bank dan disusul oleh penggunaan telpon genggam dan internet. 
Penetrasi infrastruktur perbankan dimungkinkan sangat mempengaruhi 
percepatan proses inklusi keuangan, lantaran dengan semakin mudahnya 
masyarakat menjangkau layanan keuangan  akan memotivasi masyarakat untuk 
menggunakan jasa lembaga keuangan tersebut. Dominasi persebaran ATM dan 
kantor cabang bank masih menjadi hal yang sangat diperlukan oleh masyarakat 
dibandingkan pengembangan akses melalui internet dan telpon genggam yang 
masih dirasa kurang begitu menarik banyak masyarakat untuk bergabung 






















Variabel ketimpangan pendapatan dimungkinkan tidak mempengaruhi inklusi 
keuangan karena diberbagai Negara berkembang seperti Indonesia, masalah 
ketimpangan pendapatan dan tingginya pertumbuhan populasi masih menjadi 
suatu hal yang menghawatirkan, lantaran akan menjadi tantangan tersendiri 
dalam mendukung terciptanya pemerataan layanan keuangan bagi masyarakat. 
Dan juga belum banyak penelitian yang menemukan pengaruh tingkat 
ketimpangan pendapatan dengan  inklusi keuangan. Disisi lain dapat dilihat 
tingkat ketimpangan Indonesia yang turus naik antar waktu sedangkan inklusi 
keuangan juga terus meningkat. Hal ini menjadi tidak relevan terkait karakteristik 
Indonesia sebagai negara sedang berkembang. Dimana pada penelitian 
terdahulu mengatakan dampak tingkat ketimpangan pendapatan terhadap 
pembangunan keuangan bergantung juga pada level pembangunan ekonomi 
suatu negara.  
Sedangkan variabel perkembangan jumlah populasi di Indonesia 
dimungkinkan tidak mempengaruhi inklusi keuangan karena berdasarkan data 
BPS, jumlah populasi yang hidup di daerah pedesaan lebih banyak dibandingkan 
dengan daerah perkotaan. Hal ini menyebabkan keterjangkauan layanan 
keuangan sangat sulit didapatkan oleh penduduk di pedesaan dan menjadi 
semakin eksklusi dari layanan keuangan.  
 
5.2 SARAN 
Dengan terlihatnya hasil pemetaan tingkat inklusi keuangan seluruh provinsi-
provinsi di Indoensia,  yang mana masih   belum meratanya  layanan jasa 
keuangan formal  di berbagai daerah.  Arah kebijakan sebaiknya ditargetkan 
dengan memberikan pertimbangan peluang dan kesempatan yang sama bagi 






















paling banyak mengalami ketertinggalan baik dari sisi kemampuan permintaan 
layanan keuangan maupun dari sisi supplay layanan keuangan yang masih 
sangat terbatas. Memantapkan kemampuan setiap invidu merupakan hal yang 
utama dalam mendukung  pelaksanaan keinklusifan layanan keuangan. 
Terutama untuk daerah yang masih dalam kategori middle finanacial inclusion 
seperti  Kalimantan Barat, Jawa Barat, Jawa Timur, Maluku, Sumatra Barat, Kep. 
Banka Belitung, Bengkulu, Aceh, NTT, Maluku Utara,Jawa tengah, Sumatra 
Selatan, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tenggara, Riau, Jambi, Sulawesi Tengah, 
Gorontalo, NTB, Sulawesi Barat, Lampung.  
Dengan meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui perbaikan tingkat 
pendidikan terutama edukasi terkait layanan-layanan yang disediakan oleh sektor 
keuangan terhkususnya mengenal produk-produk keuangan di lembaga-lembaga 
formal seperti perbankan dan medorong peningkatan pendapatan sehingga 
dapat meningkatkan kemampuan masyarakat dalam melakukan permintaan 
layanan keuangan. 
Selain itu, terus meningkatkan penawaran layanan keuangan dengan 
meningkatkan infrastruktur keuangan khususnya penetrasi gografi perbankan 
akan sangat besar pengaruhnya terhadap peningkatan inklusi keuangan seluruh 
provinsi di Indonesia. 
Penelitian ini memilki beberapa kelemahan, antara lain masih belum jelasnya 
teori yang bisa digunakan dalam penelitian sebagai acuan yang tepat untuk 
menjelaskan pengaruh antar varaibel. Selain itu masih banyak pro dan kontra 
mengenai hasil estimasi variable-variabel yang berpengaruh terhadap 
peningkatan inklusi keuangan, serta masih banyak variable lainya yang mungkin 
memilki pengaruh yang lebih kuat terhadap peningkatan inklusi keuangan akan 






















Selain itu, dalam penelitian ini juga belum dapat menjelaskan secara pasti 
seberapa besar pengaruh variabel-variabel dalam penelitian terhadap inklusi 
keuangan. 
Disamping itu, Hasil perhitungan indeks inklusi keuangan dari data-data 
makro membuat pola nilai indeks inklusi keuangan antar provinsi di Indonesia 
masih jauh dari realita dilapangan. Seperti pada provinsi di wilayah Papua yang 
secara perhitungan data makro memilki nilai indeks inklusi keungan dengan 
kategori high financial inclusion, namun snagat bertentangan dengan hasil survey 
data mikro yang dilakukan OJK pada wilayah Papua yang tergolong dalam 
wilayah kategori inklusi keuangan paling rendah daiantara provinsi-provinsi lainya 
di Indonesia.  Oleh sebab itu, sebaiknya untuk penelitian selanjutnya bisa 
menggunakan data mikro dan langsung mensurvey keadaan individu di lapangan 
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